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ABSTRAKSI

IRA MULYANTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
2009, Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong (Studi di
Daerah Hukum Polresta Malang), Drs. Adami Chazawi, SH; Eny Haryati,
SH. M.Hum.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pempudengan
menggunakan sarana bilyet giro kosong, termasualaldimnya membahas syarat-
syarat khusus yang harus ada dalam penggunaan giilgekosong yang menjadi
sarana tindak pidana penipuan, cara penyidik dat@ngungkap kasus-kasus
penipuan dengan menggunakan sarana bilyet girongosgpaya yang dilakukan
penyidik dalam mengatasi kendala-kendala pengumpaillat bukti pada tahap
penyidikan serta perlindungan hukum bagi penerinfigetbgiro kosong yang
dipergunakan sebagai sarana tindak pidana penigdahnini dilatarbelakangi
dengan semakin banyaknya kasus penipuan dengangur&k@n sarana bilyet
giro kosong yang terjadi di masyarakat.

Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggul&ejahatan
penipuan dengan menggunakan sarana bilyet girongosian kendala yang
dihadapi oleh penyidik dalam pengumpulan alat bpkitia tahap penyidikan,
serta mengetahui kebijakan yang diambil oleh pkeholisian dalam menangani
kendala-kendala yang ada ini, peneliti menggunakmmdekatan yuridis
sosiologisyakni mengkaji dan menganalisa permasalahan yaregaghkan secara
yurudis dengan melihat faktor sosiologis secaraektiy Kemudian seluruh data
yang ada dianalisa secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawadtas permasalahan
yang ada, bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolidelam menanggulangi
kejahatan penipuan dengan menggunakan saranadpilyéiosong adalah dengan
upaya represif (penanggulangan setelah terjadim@gak pidana), dan upaya
preventif (penanggulangan sebelum terjadinya tindpidana). Dalam
mengungkap kasus penipuan dengan menggunakan datgetagiro kosong,
Penyidik Polresta Malang menghadapi sejumlah kendalam pengumpulan alat
bukti, yaitu adanya prosedur yang rumit yang halitsmpuh untuk mengetahui
pemilik rekening yang mengeluarkan bilyet giro kaogdkepada korban yang
merupakan rahasia bank, sehingga penyidik mengalkesulitan dalam
mengidentifikasi para pelaku yang beraksi secgratc&ebijakan yang dilakukan
oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kendeledkla yang ada adalah
dengan melacak kode area dari nomor rekening yajumakan oleh para pelaku
dalam memberikan bilyet giro kosong kepada parebdanya, dan dengan
terpaksa menggunakan upaya-upaya yang tidak sesumgian prosedur yaitu
bekerjasama dengan salah satu karyawan bank urgmnastikan keberadaan para
pelaku.

Menyikapi fakta tersebut, maka perlu adanya kem@s&husus dengan
prosedur yang singkat antara Polresta Malang demgnk Indonesia dalam
menanggulangi tindak pidana penipuan dengan meiaggansarana bilyet giro
kosong sehingga meminimalisir jumlah korban. Kepd€igpala Kepolisian
Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesiaksgihak yang berwenang
hendaknya menetapkan prosedur yang tidak rumit tdgas sehingga pihak
penyidik tidak terhambat dalam upayanya melacak m@mgidentifikasi para
pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakanashilyet giro kosong.

Xi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidupos®®y manusia,
individu maupun kelompok, tidak menutup kemungkinakan terjadi suatu
penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hiduptama yang dikenal
sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manpsm@yimpangan norma
hukum ini disebut sebagai kejahatan.

Semua perbuatan manusia yang menuju ke arah kapapata dasarnya
tidak pernah terlepas dari sifat-sifat serta kamakbanusia itu sendiri. Persoalan
mengenai kejahatan sendiri dapat dirasakan olelyarasat apabila rasa aman
dari setiap individu atau kelompok terancam, peitdan-pemberitaan mass
media tentang kriminalitas yang meningkat seradéarya reaksi-reaksi sosfal.

Perkembangan kejahatan merupakan suatu tantangam berat bagi
aparat penegak hukum, dimana aparat penegak hukuwmud untuk bekerja
dengan keras dan cermat dalam mengungkapkan darerikeansuatu perkara
pidana yang sesuai dengan wewenangnya. Oleh kdtepalisi sebagai aparat
penegak hukum merupakan unsur utama dalam tatadilp@rapidana, juga
merupakan alat pengendalian sosiaocfal contro) di antara alat-alat
pengendalian sosial formal dan informal yang addadam masyarakat. Para

penegak hukum tidak dapat begitu saja menangkapalma@, menuntut atau

! Djoko PrakospPeranan Psokologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hl. 137.
2 Mulyana W. KusumatK gjahatan, penjahat Dan Reaksi Sosial, Alumni, Bandung, 1983, hl. 1.
3 .

Ibid., hl. 49.
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mengadili seseorang yang disangka telah melakukaiak pidana, sehingga
polisi sebagai penyidik dengan cara yang diatuardaKitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dapat mencari mi@ngumpulkan bukti-

bukti permulaan yang cukup yaitu bukti itu membigaang tentang tindak pidana
yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dengamki@® maka tugas

penyidikan perkara dalam tindak pidana yang sejdéargan tugas Hukum Acara
Pidana tersebut yaitu mencari kebenaran materiilg ymerupakan kebenaran
menurut fakta yang sebenar-benarfiya.

Berpijak dari konsep dasar tersebut, maka kepalisideri wewenang
oleh negara untuk memberikan perlindungan, pengagooan pelayanan kepada
warga negara serta penegakkan hukum yang tertuja fgaciptanya keamanan
dan ketertiban masyarakat, sehingga terpelihard®gmmanan dan ketertiban
masyarakat menjadi tugas wewenang serta tanggwadp jeepolisiarr.

Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakinsémakin
pesat, timbul satu alat pembayaran yang dikenafjalemama bilyet giro, yaitu
suatu alat pembayaran berbentuk surat perintalbahsang telah distandarisasi
bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk mehfoéakan sejumlah dana
dari rekening yang bersangkutan kepada pihak peaeryang disebutkan
namanya pada bank yang sama atau pada bank laireggaturan penggunaan
bilyet giro ini diatur dalam Surat Keputusan Direl8ank Indonesia No.
28/32/Kep/Dir Tahun 1995. Secara yuridis, pengatw#yet giro hanya diatur

dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia empunyai kedudukan yang

* R. SoesiloTaktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Politea, Bogor, 1980, hl.21.
® Sadjijono,Hukum Kepolisian, Per spektif K edudukan dan Hubungannya dalam Hukum
Administrasi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hl. 36.
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lemah, karena Surat Keputusan Direksi Bank Indenesgnempati urutan yang
amat rendah dalam hirarki perundang-undangan @irae€epublik Indonesfa.
Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tideur dalam KUHD,

yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbakkeena kebutuhan dalam
lalu lintas pembayaran secara giral. Bank Indongsligai bank sentral mengatur
dan memberi petunjuk cara penggunaan bilyet gieteituan tentang bilyet giro
diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indoné&ia 28/32/Kep/Dir Tahun
1995 Tentang bilyet giro tanggal 4 Juli 1995, yanglai berlaku tanggal 1
November 1995. Surat Keputusan Direksi Bank ini ggamtikan Surat Edaran
Bank Indonesia No. 4/670/UUPB/PbB tangal 24 Janl@r tentang bilyet giro.
Sebagaimana telah diketahui, penggunaan bilyet gplmagai alat pembayaran
giral dari tahun ke tahun meningkat, baik dalam lgimnominal maupun
lembarnya yang terlihat dalam perputaran Kliringal Hersebut membuktikan
bahwa keberadaan bilyet giro telah memasyarak@la®edengan perkembangan
penggunaannya, maka masalah yang timbul sebadptgdenggunaan bilyet giro
juga semakin meningkat yang terlihat dari perkermgbanangka penolakan
cek/bilyet giro. Hal ini dapat dimaklumi karena pgaturan bilyet giro memang
belum sempurna, antara lain penarik dapat memiasatalklyet giro sebelum
tenggang waktu penawaran berakhir, syarat-syaratada cara penggunaan bilyet
giro sebagai alat pemindahbukuan dana antar bdoknbsiatur dengan undang-

undang’ Bilyet Giro kosong adalah bilyet giro yang diurfak dalam Tenggang

®http://library.usu.ac.idferlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Pada Bank
Permata Cabang Asia Medah4 Juli 2008.

" Abdulkadir MuhammadH ukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2007, hal 223.
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Waktu Pengunjukan dan ditolak Tertarik karena alasaldo tidak cukup atau
Rekening telah ditutup.

Bilyet giro yang semakin hari semakin banyak dipeakan, tentunya
membutuhkan kepastian hukum yang kuat, sehinggabexékan rasa aman bagi
para pihak yang terlibat di dalamnya, Pengaturdgetbigiro dalam bentuk
peraturan yang secara hirarki mempunyai kedudukang ykuat, misalnya
Undang-Undang, tentu akan memberikan kepastianrhujang lebih kuat bagi
bilyet giro tersebut. Dalam penggunaan bilyet geebagai alat pembayaran
dengan pemindahbukuan, dikenal adanya beberapia yaiita penerbit, penerima
(pemegang) dan bank (tertarik). Tulisan ini akamititdberatkan pembahasan
kepada pihak penerima, terutama mengenai perlirmungpukum yang
diperolehnya. Dalam penggunaan bilyet giro terlinabimnya perlindungan
hukum yang diberikan kepada penerima bilyet giral.iRi dapat kita lihat dengan
adanya ketentuan yang membolehkan penerbit untukbaalkan bilyet giro
yang telah diterbitkan. Dengan adanya pembatalamaka tidak dapat dilakukan
pemindahbukuan dan bank terlepas dari kewajibaokuiti. Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 199&muat syarat-syarat
formal yang harus dipenuhi suatu bilyet giro. Bkarat-syarat ini tidak dipenuhi
maka bank akan menolak melakukan pemindahbukuamuN&urat Keputusan
Direksi Bank Indonesia ini, tidak mengatur lebihjld tentang sanksi yang dapat
dikenakan kepada penerbit apabila syarat-syaratidak dipenuhi. Sehingga

penerbit yang mempunyai itikad tidak baik dapatasdgngan sengaja tidak

& www.SuryaOnline.comBilyet Giro, 10 Maret 2008.
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memenuhi syarat formal tersebut dengan maksud kegde menolak melakukan
pembayaran sehingga ia dapat menunda pembayaran.

Di Indonesia kejahatan penipuan dengan menggunaikaet giro kosong
bukan sesuatu yang baru lagi, baru-baru ini angé@&polisian Resort Kota
Malang menangani kasus penipuan dengan menggunzikeat giro kosong.
Tindak penipuan kini makin bervariasi saja modusr§amua bisa dilakukan
pelaku untuk menjerat korbannya. Seperti yang aialeawan Sidharta, warga Jl
Ahmad Yani No. 100 Kota Malang ini. Dia terpaksangedukan rekan bisnisnya
berinisial BW, 55, warga Jl Kijuru Martanipati Malg ke Polresta Malang,
Kamis (19/4) sore, karena diduga telah melakukamppan. Akibatnya, Irawan
mengalami kerugian sebesar Rp 833 juta. Ceritapgda Oktober 2006, BW
ingin membuka bisnis penjualan sepeda pancal. Uiiuia mendatangi Irawan
dan mengajaknya bekerja sama. Setelah bernegdssagn bersedia meminjami
uang Rp 833 juta pada BW. Karena jumlah pinjamakugubesar, Irawan
meminta jaminan pada BW. Ini dipenuhi BW dengan imemkan bilyet giro
yang baru bisa dicairkan pada tanggal yang sud@ntdkan. Namun, pada
tanggal yang telah ditentukan itu, Irawan tak bisancairkan giro itu di Bank
Danamon Malang. Petugas bank setempat menjelagiargifo yang dibawa
Irawan ternyata kosong. Kaget dengan kenyataanInawan meminta surat
penolakan dari bank yang akan ditunjukkan kepada B¥Mmun, Irawan selalu
menemui jalan buntu. Dia mengaku kesulitan menddWli untuk menjelaskan
duduk persoalannya. Beberapa kali usahanya menBwuselalu gagal hingga

membuat dia hilang kesabaran. Akhirnya, Kamis (19&melaporkan rekannya

° 1bid.
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itu ke Mapolresta Malang. Kapolresta Malang, AKBRPs Erwin C Rusmana
melalui Kasat Reskrim AKP MP Sitanggang mengatakakgn menyelidiki
laporan itu. "Ini harus menjadi pelajaran bagi veangntuk lebih teliti saat
menerima surat bukti saat bertransaksi," ujarng$.8

Dalam proses penegakkan hukum pidana di Indoneséka instansi
terdepan yang berhadapan langsung dengan pelangakam pidana adalah
pihak kepolisian. Dalam mengungkap berbagai tinddiggahatan, langkah awal
yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakulproses penyelidikan
dengan pendekatan dari berbagai macam disiplin .fitmDengan kata lain
pentingnya tindakan kepolisian sesuai kewenangguolisean dalam proses
pidana sesuai hukum acara pidana.

Pemeriksaan di tingkat penyidikan mempunyai peragang sangat
penting dalam proses peradilan, yaitu hasil pekgiditerhadap tersangka akan
menentukan apakah suatu perkara memang sebagai perkiara pidana dan
terdapat cukup bukti untuk diteruskan ke Kejaksatau ke Pengadilan. Pada
pemeriksaan penyidikan inilah dipertaruhkan kemamnpualan keahlian para
penyidik untuk mengungkap sejelas-jelasnya suatistprea tersebut benar-benar
sebagai peristiwa pidana yang dapat dijatuhi hukuatau tidak

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam Skripsikanalibahas tentang

"Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Bilyet GiraoKg5

19 http://www.surya.co.id/web, Surya Onlir€asus Penipuan Bilyet Giro Kosong, 20
September 2008.

* Andi HamzahPengusutan Perkara Kriminal M elalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 7.

12 Ridwan SyahranBeberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1983. hal
24,
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B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah syarat-syarat khusus yang harus ada dalamggueakan sarana
bilyet giro kosong sebagai sarana tindak pidangpean?

2. Bagaimana cara penyidik dalam mengungkap kasuspymmi dengan
menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebut?

3. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan pihaligi& Polresta
Malang dalam pengumpulan alat bukti pada tahapigean?

4. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima bilyet kosong yang

dipergunakan sebagai sarana tindak pidana penipuan?

C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatdepun tujuan
penelitian yang kami lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat khyanog harus ada
dalam penggunaan bilyet giro kosong yang menjadinsatindak pidana
penipuan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyidilkmdamengungkap
kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilgetagong.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan up#ak penyidik
Polresta Malang dalam pengumpulan alat bukti paklapt penyidikan.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan imukagi penerima
bilyet giro kosong yang dipergunakan sebagai sartamdak pidana

penipuan.
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D. MANFAAT PENELITIAN
Dalam penulisan penelitian ini, manfaat yang dipkaa secara teoritik,
penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dilakukan, diharapkan penelitiandapat digunakan di dalam
pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dahukam pidana
khususnya tentang tindak pidana penipuan dengarggueakan sarana
bilyet giro kosong dalam penanganan atau penyelesaiasalah yang
dilakukan oleh penegak hukum agar sesuai dengasgpkkan hukum.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Kepolisian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat iégad sebagai
tambahan wacana dan pengetahuan pada umumnya pdmdgan
serta pada khususnya pihak Kepolisian dalam menankasus
penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giankos
b. Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Meng@md&arana
Bilyet Giro Kosong
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat i#gad sebagai
tambahan wacana dan pengetahuan agar pelaku mmngegaksi
yang akan diterima yang sesuai dengan perbuatatarygelaku dapat
jera dengan tindakan yang dilakukannya.
c. Bagi Masyarakat
Diharapkan berguna untuk memberikan informasi dambghan ilmu

pengetahuan mengenai penipuan dengan menggunaiaara dalyet
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giro kosong, sehingga masyarakat diharapkan dagiah Ihati-hati

dalam melakukan transaksi melalui bilyet giro.

E. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk memberikan kemudahan dalam memahami hasiElan ini

secara utuh dibuatlah sistematika penulisan selbagiit:

Bab I: Bab ini berisipendahuluan dimana menguraikan keseluruhan yang
mengantar ke pokok pikiran yang termuat di dalamupgan penelitian,
yaitu: alasan pemilihan judul, rumusan masalahuatuj penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang hetisori-teori yang dapat
dijadikan sebagai kerangka dasar dalam pemecahasalahayang
berkaitan dengan tema/ judul penelitian mengengiuan umum tentang
polri, tinjauan umum tentang penyelidikan dan pédikgn menurut
KUHAP, tinjauan umum tentang bilyet giro, tinjauamum tentang
tindak pidana penipuan dan tinjauan umum tentangdangan hukum.

Bab Il : Bab ini berisi Metode Penelitian mengenmetode pendekatan, lokasi
penelitian, jenis dan sumber data, teknik penguerpulata, populasi,
sampel dan responden serta metode analisis data.

Bab IV : Bab ini merupakan bagian inti dari pernaisyang akan membahas
hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitianlapangan mengenai
gambaran umum lokasi penelitian dan struktur osgemi Polresta
Malang besarta tugas dan kewenangnnya, Realitadieyp tindak

pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyetkgsong di
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wilayah Polresta Malang, syarat-syarat khusus yaagis ada dalam
menggunakan sarana bilyet giro kosong sebagai adradak pidana
penipuan, cara penyidik dalam mengungkap kasusskasnipuan
dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, ke#dadala dan
upaya pihak Kepolisian Resort Kota Malang dalam angani kasus
penipuan dengan menggunakan sarana bilyet girongogerlindungan
hukum bagi penerima bilyet giro kosong yang dipaekan sebagai
sarana tindak pidana penipuan serta semua datadypemleh selama
penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengarakéagajian teori.

Dalam Bab ini dikemukakan kesimpulan beadesn uraian dan data
penelitian yang merupakan jawaban dari permasalgduag telah diteliti
serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat @ifad#gkomendasi bagi

pihak-pihak yang berkepentingan.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Polri
A.1l. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
terdapat rumusan mengenai definisi dari berbaghiyéwag berkaitan
dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. lRidean dengan pasal
1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 bahwaepotKsian
adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fut@s lembaga
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

A.2. Tugas Dan Wewenang Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lazimindisat
dengan Polri, diatur dalam Undang-Undang No. 2 m&@02 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang mheinjgas pokok
Polri adalah :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelaydtepada

masyarakat.

Sebagai instansi yang mengemban tugas dalam pemegak

hukum terkait dengan upaya untuk mengungkap surdiak pidana,

tugas pokok Polri tersebut di atas diuraikan lefibi dalam ketentuan

21
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Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tak@d2 yang
menyebutkan bahwa : “Dalam melaksanakan tugas psé&b&gaimana
dimaksud dalam pasal 13, maka Polri bertugas mk¢akpenyelidikan
dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sekrgan hukum
acara pidana dan peraturan perundang-undangagd&inn
Berkaitan dengan wewenang penyelidikan dan pergidieh
kepolisian, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. ahuih 2002
menyebutkan bahwa :
Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksanoh
Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Repubtlaniesia secara
umum berwenang :
1. Menerima laporan dan/atau pengaduan (huruf a);
2. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagiantiddakan
kepolisian dalam rangka pencegahan (huruf f);
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian (hgyu
4. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya sertanmoéret seseorang
(huruf h);

5. Mencari keterangan dan barang bukti.

B. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Menurut
KUHAP
B.1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan
Pasal 1 angka (4) KUHAP, menyebutkan bahwa : yBlatik

adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesiay yhberi wewenang oleh
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undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” hiBgga dari
perumusan pasal 1 angka (4) KUHAP tersebut, dapatikd kesimpulan
bahwa setiap pejabat Polri adalah pejabat yanghbdak sebagai penyelidik.
Pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengastakan
penyelidik ini diatur di dalam KUHAP, pada pasabfdgka (5) KUHAP,
yang menyebutkan bahwa: “Penyelidikan adalah skeaag tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu p&astang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atialintia dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undardgng ini.”
Sebagai penyelidik, maka berdasarkan Pasal 5(aysUHAP,
Polri memiliki beberapa kewenangan, yaitu :
a. Karena kewajibannya memiliki kewenangan:
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseoran@ngent
adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan megleany
serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain  menurut hukum  yang
bertanggungjawab.
b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakarmer
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penighaie
dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
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Pasal 1 angka (1) KUHAP, menyebutkan bahwa: “Pékydalah
pejabat polisi Negara Repubilik Indonesia atau lgsjanegeri sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undamigwgn untuk
melakukan penyidikan.” Sehingga dalam hal ini pajgtenyidik tidak
hanya terdiri dari pejabat polri, melainkan dapalappejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang memang diberi wewenarisks oleh
Undang-Undang untuk dapat melakukan penyidikan. iNaeberkaitan
dengan tujuan penelitian, maka dalam hal ini penufianya
menitikberatkan pada pejabat penyidik Polri saja.

Penyidik Polri adalah pejabat Polri tertentu, maglirendah
Pembantu Letnan Dua (Pelda atau Ajun InspektursiPohipda),
sedangkan untuk penyidik pembantu adalah pejatiahte yang paling
rendah berpangkat Sersan Dua (Brigaditil).

Pengertian penyidikan ini diatur di dalam pasalariigka (2)
KUHAP, yang menyebutkan bahwa: “Penyidikan adalararsgkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yarsgud dalam
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulbakti, yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindakr@dang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya.”

Oleh karenanya dapat diketahui bahwa, penyidikamerupakan
tindak lanjut daripada penyelidikan itu sendiri. ¥ahya Harahap

mengatakan bahwa: “Penyelidikan bukanlah suatakiawl atau fungsi

3 H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, Malang, UMM-Press, 2004, hl.
49-50.
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yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyadik™*

Apabila penyidik mengetahui bahwa telah terjaditsyseristiwa yang

diduga merupakan tindak pidana, maka penyidik begikban untuk

segera melakukan tindakan penyidikan sesuai detagigik penyidikan

yang dimilikinya. Terjadinya suatu tindak pidangaladiketahui dari 4

(empat) kemungkinan, yaitu:

1. Tertangkap tangan
Pasal 1 angka (19) KUHAP menyebutkan: “Tertangkapgan
adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedangukefatindak
pidana, atau dengan segera sesudah beberapardaktgidana itu
dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan olehakakl ramai
sebagai orang yang melakukannya, atau apabilatskesamdian
padanya ditemukan benda yang diduga keras telargiipakan
untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkahwa ia
adalah pelakunya atau turut melakukan atau memirmaetakukan
tindakan”.

2. Karena laporan
Pasal 1 angka (24) KUHAP menyebutkan: “Laporan adal
pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang kdmakaatau
kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada apejamng
berwenang tentang telah atau sedang atau didugatekadinya

peristiwa pidana”.

* Harun M HuseinPenyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka Cipta,
1991. hl. 55.
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3. Karena pengaduan
Pasal 1 angka (25) KUHAP menyebutkan: “Pengaduaalahd
pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yargdpentingan
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak mehukwm
seorang yang telah melakukan tindak pidana aduang ya
merugikan.”

4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara &ghingga
penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana, seaca di surat
kabar, dengar di radio, dengar orang berceritsse¢bagainyd’

Sistem penyidikan yang digunakan oleh KepolisianaBlah sistem

untuk mengusahakan dan mengungkapkan pokok-pokaalaia sebagai
berikut:

1) Siapa korban, pelaku, saksi dan lain-lain

2) Apa yang terjadi, tindak pidana apa;

3) Dimana telah terjadi;

4) Dengan alat apa yang digunakan;

5) Mengapa, apa motif, alasannya;

6) Bagaimana kejadian tersebut dilakukan (waktu kajadf

B.2. Kewajiban dan Kewenangan Penyelidik dan Pekyid
Kewajiban dan kewenangan penyelidik dalam melakuiketakan
penyelidikan diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagakber
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tea@anya tindak

pidana;

> Andi HamzahHukum Acar a Pidana, Jakarta, Sapta Artha Jaya, 1996, hl. 123.
8 A. Gumilang K riminalistik (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan),
Angkasa Bandung, 1993.
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Mencari keterangan dan barang bukti

Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan mealeary serta
memeriksa tanda pengenal diri;

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begang jawab.

Kewajiban dan kewenangan penyidik dalam melakukadakan

penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP sebagai bérik

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tgnéalanya
tindak pidana;

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempatliegja
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeiksiatpengenal
diri tersangka;

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahapedgitaan
surat;

Mengambil sidik jari dan memotret orang;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebtgaangka
dan saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hgéaonya
dengan pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan;

Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggawgb.
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C. Tinjauan Umum tentang Bilyet Giro

C.1. Pengertian Bilyet Giro

Bilyet giro tidak lain dari surat perintah naslhbgang telah
dibakukan  bentuknya kepada bank penyimpan dana kuntu
memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yargpbhgkutan kepada
penerima yang disebutkan namanya pada bank yang atam pada bank
lainnya. Dengan demikian pembayaran dana bilyeb dgidak dapat
dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipitasheyankan dengan
endosemen’

Istilah bilyet giro berasal dari bahdelanda,bilyet artinya
surat, dan giro artinya simpanan nasabah padayaank pengambilannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan atak dengan
pemindahbukuan. Pengambilan dengan pemindahbutkwarenggunakan
bilyet giro. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (dyé&ueputusan Direksi
Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentamityet giro
(disingkat SKBG), Bilyet giro adalah surat perintddwi nasabah kepada
bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejundiama dari
rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegany disebutkan
namanya. Berdasarkan definisi tersebut dapat #mmaiunsur-unsur
penting sebagai berikdt:

a. Nasabah, yaitu orang atau badan yang memiliki ieggrada bank.
b. Penarik (penerbit), vyaitu nasabah yang memerintahka

pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya

" Abdulkadir Muhammadpp.cit.,hl .224.
'8 bid, hl 224.
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c. Bank penyimpan dana, yaitu bank di mana nasabah ponmgyai
rekening.

d. Tertarik (tersangkut), yaitu bank penyimpan danagyanenerima
perintah pemindahbukuan.

e. Dana, yaitu uang simpanan nasabah pada bank.

f. Pemindahbukuan, yaitu pembayaran dengan cara nigkagaldana
dari rekening penarik ke rekening pemegang.

g. Pemegang, yaitu nasabah yang memperoleh pemindaduiudkana
sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepadaikerta

h. Bank penerima, yaitu bank yang menatausahakanirekpemegang.
Dengan demikian, jelaslah bahwa bilyet giro alatmpayaran,

sehingga termasuk juga surat berharga.

C.2. Syarat-Syarat Formil Bilyet Giro

Menurut ketentuan Pasal 2 Surat Keputusan Bardonksia
(SKBG), bilyet giro harus memenuhi syarat-syararmib sebagai
berikut:*®
a. Nama dan nomor bilyet giro yang bersangkutan

Klausula bilyet giro cukup dicantumkan pada folimhilyet giro,
tidak perlu dicantumkan dalam teksnya. Berbeda aemngesel dan cek,
klausula wesel dan cek harus dicantumkan dalammyeksidak cukup
hanya dituliskan pada formulirnya. Dalam teks Hilygro terdapat

klausula pemindahan dana, yang menunjukkan bahwdbggaran bilyet

9 bid, hl. 226.
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giro itu hanya boleh dilakukan dengan pemindahbokiemikian juga
mengenai homor seri, sama seperti pada cek bahdea getiap lembar
harus diberi nomor seri guna memudahkan kontroli Ibagpk apakah
blanko formulir bilyet giro yang diserahkan kepauanilik dana (rekening
giro) sudah diterbitkan sebagaimana mestinya daarsuliterima. Jika
blanko formulir itu sudah habis, pemilik dana (nelkg giro) dapat
mengajukan permintaan blanko formulir baru.
b. Nama tertarik (tersangkut)

Nama bank tertarik (tersangkut) harus tercantachapbilyet giro.
Hal ini menunjukkan bahwa penarik (penerbit) adaf@sabah bank
tersebut di mana dana sudah tersedia paling lapdze saat amanat itu
berlaku. Demikian pula tempat bank tertarik harusamtumkan juga
karena mungkin bank tersangkut itu mempunyai b@laekantor cabang,
sehingga mudah diketahui pada kantor cabang mamerike itu
mempunyai rekening.
c. Perintah tanpa syarat pemindahbukuan

Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk meahimekukan dana
atas beban rekening penarik. Dana tersebut hammshsiersedia cukup
pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalgen diro itu. Pada
rekening giro penarik yang memerintahkan pemindihkan itu harus
sudah tersedia saldo, dana cukup, artinya jumlklo skana itu sekurang-
kurangnya harus sama dengan jumlah tertulis pdget lgiro. Saldo dana
cukup harus sudah ada selambat-lambatnya paddedatunya amanat

yang terkandung di dalam bilyet giro tersebut. 3i&lmlo dana yag tersedia
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itu tidak cukup, atau tidak tersedia pada saatakerlya amanat, bilyet
giro itu disebut bilyet giro kosong.
d. Nama dan Nomor rekening pemegang

Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pemikddiab
dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kejgatdaik. Agar dana
itu dapat dipindahbukukan, maka nama dan nomornmegepemegang
(penerima) bilyet giro harus tertulis pada bilyebgersebut.
e. Nama bank penerima

Bank penerima adalah bank tatausahakan rekenemgegang,
bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitik lartarik sendiri
atau bank lain. Jika bank tertarik berarti pemifd&uaan itu hanya
terjadi antarrekening nasabah pada bank yang sbetapi apabila bank
penerima itu bank lain, maka pemindahbukuan itjaderantarrekening
dan antarbank.
f. Jumlah dana yang dipindahbukukan

Jumlah dana yang dipindahbukukan ditulis baikamhkalangka
maupun dalam huruf selengkap-lengkapnnya. Padathgiyo ketentuan
Pasal 8 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Iledian (SKBG)
menentukan, dalam hal terdapat perbedaan jumlaly yang tertulis
dalam angka dan dalam huruf, maka yang berlakuahdghng tertulis
dalam huruf.
g. Tempat dan tanggal penarikan

Tempat ini penting untuk mengetahui di mana patidou itu

dilakukan, tempat penarikan biasanya juga tempakukan pembayaran,
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yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Penge tanggal
penarikan juga penting sehubungan dengan tangghtifefJika tanggal
efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif attatanggal penarikan.
Selain itu, tanggal penerbitan perlu untuk menesmukpakah penarik
ketika menandatangani bilyet giro wenang melakugarbuatan hukum
atau tidak.
h. Tanda tangan penarik

Tanda tangan penarik diikuti oleh nama jelas atan/ dilengkapi
dengan cap/ stempel sesuai dengan persyaratan kaambuekening.
Tanda tangan penarik adalah mutlak adanya untukembgkan bahwa
penarik terkait dengan perbuatan hukum pemindakbuldana sebagai
pemenuhan perjanjian (perikatan dasar) antara jgedan pemegang
(penerima) bilyet giro. Tanda tangan selalu disem@ama jelas penarik
yang sama dengan ketika pembukaan rekening ditantdmhdengan
stempel badan usaha jika penarik menjalankan pgemasa Tanda tangan
juga merupakan syarat mutlak suatu akta. Dengamyadanda tangan dan
nama jelas penarik, maka bank tertarik tanpa ragu-rmelaksanakan
perintah penarik untuk memindahbukukan dana ke ndatakening
pemegang atas beban rekening penarik.
i. Tanggal efektif

Sebagai tambahan syarat-syarat formal, padatbdye dapat
dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan hatalm tenggang
waktu penawaran (Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusaek$d Bank

Indonesia (SKBG). Kata “dapat” menunjukkan bahweytml efektif tidak
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mutlak harus dicantumkan. Pencantuman tanggaliefektupakan syarat
alternatif, artinya boleh dicantumkan dan bolehajuiglak dicantumkan.
Namun, jika tanggal efektif harus dalam tenggangtw@enawaran. Jika

tidak dicantumkan, tanggal efektif sama dengangahgenarikan.

C.3. Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro

Agar perintah dalam bilyet giro tidak berlaku uemenerus
sehingga menukarkan penatausahannya, maka peshapikan tenggang
waktu penawaran bagi bilyet giro. Oleh karena tenggang waktu
penawaran bilyet giro ditetapkan 70 (tujuh pululayihterhitung sejak
tanggal penarikannya (Pasal 6 ayat (1) SKBG). fes@at bilyet giro
ditawarkan kepada bank tertarik dalam tenggang wadtsebut, bank
tertarik akan memindahbukukan dana ke rekening pante kecuali jika
dana itu tidak cukup atau tidak ada (kosong). Menketentuan Pasal 6
ayat (3) SKBG, bilyet giro yang diterima oleh basktelah tanggal
berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksan perintahnya
sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkah pbnarik. Bank
tertarik wajib menolak bilyet giro dalam Hal:
a. Tidak berlaku sebagai bilyet giro karena tidak meaine ketentuan

syarat-syarat formal (Pasal 3 ayat (1) SKBG).

b. Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan aebelum

tanggal efektif sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) SKBG

1 bid, hl. 232.
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c. Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggangtwaenawaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) SKBG.

d. Terdapat perubahan tetapi tidak ditandatangani pdetarik di tempat
kosong yang terdekat dengan perubahan sebagaimiameksdd
dalam Pasal 9 SKBG.

e. Telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam PaSdBG.

f. Saldo rekening tidak cukup sebagaimana dimakswahdBlasal 5 ayat
(1) SKBG.

g. Ditawarkan kepada tertarik setelah melampaui temggavaktu
penawaran dan telah diterima surat pembatalanthiiye oleh bank
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasght (2)
SKBG.

Bilyet giro yang ditolak oleh bank tertarik dikeniikan kepada bank
penerima dengan surat keterangan penolakan (SKRndangkap
empat, masing-masing untuk:

a. Bank penerima;

b. Pemegang;

c. Penarik;

d. Arsip bank yang bersangkutan.

C.4. Kewajiban Penarik Menyediakan Dana
Kewajiban Penarik Menyediakan Dana adalah seltmyiiut #*

a. Rekening harus mempunyai saldo efektif cukup

211 bid, hl .235.
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Pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan pgk&ning

penarik mempunyai saldo cukup. Saldo efektif adalaha yang ada
dalam rekening giro yang siap digunakan sewaktutwvakila

diperlukan, sekurang-kurangnya sama dengan juméaty \ertulis

pada bilyet giro. Yang diperhitungkan sebagai damsabah yang
tersedia pada bank adalah saldo giro efektif/ atddo faislitas kredit
yang belum digunakan.

b. Kewajiban penyediaan dana sampai tanggal efektif

Menurut ketentuan Pasal 5 SKBG, penarik wajib mdiakan dana
yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejaigal efektif

sampai dengan tanggal dimulainya daluwarsa, kebugdit giro yang

bersangkutan dibatalkan. Yang dimaksud dengan &hngtektif

adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindiatnom

Sedangkan tanggal mulai daluwarsa adalah setelaat levaktu 6

(enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnyagtmng waktu
penawaran (Pasal 11 SKBG). Tenggang waktu penaveaalah 70
hari (Pasal 6 ayat (1) SKBG).

Bilyet giro yang ditawarkan kepada bank tertarilbedem tanggal
efektif atau sebelum tanggal penarikan, harus alktoltanpa

memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalaenisd penarik

(Pasal 6 ayat (2) SKBG). Sedangkan bilyet giro ydragukan pada
tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diteriomatuk

pemindahbukuan. Menurut Pasal 10 SKBG, perintahimahbukuan

dalam bilyet giro tidak berakhir apabila kemudiaarihpenarik
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meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurdtim Menurut
ketentuan Pasal 6 ayat (3) SKBG, bilyet giro yaneritha oleh bank
setelah tanggal tenggang waktu penawaran dapaksdilakan
perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidaktatkan oleh

penarik.

C.5 Pengertian Bilyet Giro Kosong

Yang dimaksud dengan bilyet giro kosong adaldigebiyang
ditawarkan kepada bank, namun dana dalam rekemingrix pada bank
yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi @Erint

pemindahbukuan ke dalam rekening pemegang bilyefgi

C.6  Sanksi Terhadap Penarik Bilyet Giro

Menurut ketentuan Pasal 12 SKBG, bank wajib nmandiilyet
giro yang dananya tidak cukup. Bilyet giro yangldik dalam tenggang
waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh pekarigna dananya
tidak cukup, dikategorikan sebagai bilyet giro kugoPenarik bilyet giro
kosong dikenakan sanksi administratif sesuai delkgégntuan mengenai
penarikan cek/ bilyet giro kosong sebagaimana dsmékdalam Surat
Edaran Bank Indonesia No. 12/8 UPPB tanggal 9 Agu$B79 tentang
Cek/Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indoe No.
26/146/UPG tanggal 14 Februari 1994 tentang CekgBiGiro Kosong.

Bank yang tidak melaksanakan penolakan bilyet diosong yang

221bjd, hl 237.
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dananya tidak cukup, dikenakan sanksi dalam ramgabinaan dan
pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadapntlate yang
berlaku?®
Apabila pemegang menawarkan bilyet giro kepad lartarik,
dan ternyata bilyet giro itu kosong, maka bankaréttwajib menolaknya
dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup daolgian tersebut
harus disertai surat penolakan (SKP) yang antananti@muat nama dan
alamat lengkap penarik yang bersangkutan. Bilyet gang ditolak karena
alasan lain tetapi dananya tidak cukup tetap ditsbagai bilyet giro
kosong. Bank tertarik wajib segera melaporkan @i tersebut dan
menyampaikan satu tembusan SKP kepada Bank Indorig$yet giro
kosong itu beserta SKP dikembalikan kepada pemegangintuk
diselesaikan dengan penariknya. Tetapi saldo deyang bersangkutan
tidak perlu dibekukan oleh bark.
Pembatalan bilyet giro ada dua macam, yaitu seltesygdut :

1) Selama dalam tenggang waktu penawaran

Menurut Pasal 7 SKBG, penarik tidak boleh membatalkilyet giro

selama dalam tenggang waktu penawaran (tenggang W&k hari).

Pembatalan bilyet giro hanya dapat dilakukan detetanggal

berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suedti gembatalan

yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutlkamon bilyet giro,

tanggal penarikan, jumlah dana yang dipindahbukukarberarti jika

dalam tenggang waktu penawaran terjadi pembatadank tertarik tetap

2| bid, hl 237.
241bid, hl 238.
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melaksanakan perintah pemindahbukuan, dan tindetaebut adalah
sah.

Setelah tenggang waktu penawaran berakhir

Bilyet giro maupun cek mempunyai tenggang waktuapeman 70 hari.
Selama tenggang waktu tersebut, bilyet giro ataki t@ak dapat
dibatalkan. Walaupun dibatalkan tidak mempunyaiulet&n. Setelah
tenggang waktu tersebut berakhir, maka setiap pea#rik dapat
membatalkan bilyet giro atau cek yang sudah ditgakitu.

Jika setelah tenggang waktu penawaran berakhipdaarik juga tidak
membatalkan bilyet giro, maka menurut ketentuanalP@sayat (3)
SKBG pemindahbukuan oleh bank tertarik tetap dajaksanakan
sepanjang dananya masih tersedia. Jika dana siddi&hersedia, jalan
yang ditempuh oleh pemegang adalah menagih langsepgada
penarik. Atau setelah penarik menyediakan dana ppam& tertarik,
perintah pemindahbukuan melalui bilyet giro masapat dilaksanakan,
asalkan masih dalam tenggang waktu enam bularaBeberakhirnya
tenggang waktu penawarah.

Keuntungan Penggunaan bilyet giro adalah sebagi&ibe®
Penggunaannya lebih aman

Kewajiban penyediaan dana

Pelaksanaan perintah sampai tujuannya

Kepastian hukumnya sama dengan cek

Anjuran bank Indonesia.

2| pid , hl 239.

28| pid.
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D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan
D.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dari beberapa ahli, yarepnganut

pandangan dualisme yaitu:

1. Pompe, merumuskan bahwa sustitafbaar feitadalah tidak lain
daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu ramusdang-
Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dbipalkum”.

2. Vos merumuskan bahwa suatstrafbaar feit adalah suatu
kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan
perundang-undangdn.

Pengertian tindak pidana dari beberapa ahli, yarenganut

pandangan monisme yaitu :

1. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak palatu
adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat diaenak
hukuman pidana.

2. Simons, merumuskastrafbaar feit adalah “suatu tindakan
melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakokeim
seseorang Yyang dapat dipertanggungjawabkan  atas

tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat di htukeim

D.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dda aliran

yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliramonistis penganutnya

27 Adami Chazawi Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, hl 72.
*81pid., hl. 75.
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yaitu Simon dan E. Mezger, sedangkan penganutaditelistis yaitu

Moelyatno, H.B. Vos dan W.P.J. Pompe.

1. Aliran Monistis, memandang semua syarat untuk ntehkan pidana
sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak meahlsan unsur yang
melekat pada perbuatannyaininal ac) dengan unsur yang melekat
pada orang yang melakukan tindak pidaoaninal responsibility
ataucriminal liability = pertanggung jawab dalam hukum pidana).
a.Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana benks

buku yang dikutip oleh Masruchin Rubai antara lain

a) Perbuatan manusia (positif atau negatif).

b) Diancam dengan pidana.

c) Melawan hukum.

d) Dilakukan dengan kesalahan.

e) Oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.
Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antasaruwobjektif
dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objekufalah :
perbuatan orang, akibat uang kelihatan dari peabudu, dan
kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyerisalnya
unsur “dimuka umum” dalam pasal 218 KUHP. Yang &suk
unsur subjektif adalah : orang yang mampu bertamgigawab dan
adanya kesalahan.

b. E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pit@ndasarkan
buku yang dikutip oleh Masruchin Rubai adalah sabbgrikut:

1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia.
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2) Sifat melawan hukum.
3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
4) Diancam pidana.

2. Aliran Dualistis memisahkan antacaiminal act dengancriminal
responsibility yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran i
hanyalah unsur-unsur yang melekat padiinal act (perbuatan
yang dapat di pidana).

a. Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidansagse
berikut:
a) Perbuatan (manusia)
b) Memenuhi rumusan undang-undang
c) Bersifat melawan hukum.
Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarailfor
Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari legaditas.
Bersifat melawan hukum merupakan syarat materighatusan
demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu haetsl-betul
oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yaag patut
dilakukan. Menurut Moelyatno bersifat melawan hukuta
merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.
b.H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana dssrkan
buku yang dikutip oleh Masruchin Rubai yaitu :
a) Kelakuan manusia.

b) Diancam pidana.
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c. W.P.J. Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana
berdasarkan buku yang dikutip oleh Masruchin Ryh#u :
a) Perbuatan.

b) Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

Buku 1l KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tingadana
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. Btangda unsur yang
selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu nmengengkah laku
atau perbuatan, walaupun ada perkecualian, sepasal 351 KUHP
(penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukerkadang

dicantumkan, namun seringkali juga tidak dicantunia

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dakduP itu,

maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindtdopj yaitu*
1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberataidan

8. Unsur syarat tambahan untuk dapat pidana

29 Masruchin RubaiAsas-asas Hukum Pidana, UM PRESS, IKIP Malang, 2001, hl. 22.

%0 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana Bagian | (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-
teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2007.

31 bid.
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9. Unsur obyek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

D.3 Pengertian Penipudme@rog, oplichtiny

Diatur dalam pasal 378 KUHP mengenai tindak-tingakipuan
(oplichting) dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lainTagsli XXV,
Buku 1l, KUHP, memuat tindak pidana lain yang biatspenipuan dalam
arti luas, yang berjudtibedrog”. *

Pasal 378 KUHP menyatakan : “Barangsiapa dengansumak
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laicesg melawan hukum
dengan memakai nama palsu atau martdimdanigheiyl palsu, dengan
tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, meaggan orang lain
untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya, af@yss memberi
hutang maupun menghapuskan piutang, diancam kaempuan dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.” Penipaatah suatu bentuk
dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berki¢awadalah bahwa orang
dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menykamhbarangnya atau

uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuiatriell delict, artinya untuk

kesempurnannya harus terjadi akibatfiya.

%2 M. Sudradjat BassafTindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Remadja Karya CV, Bandung, 1986.
3 bid.
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Ada 3 (tiga) unsur-unsur penipuan, yaitu sebagekbt>*

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuknaseahkan

suatu barang atau membuat utang atau menghapusktang
Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan j@tanmuslihat.
Barang yang diserahkan itu tidak usah kepunyaasagdiri, dapat

juga kepunyaan orang lain.

. Penipuan itu harus bermaksud untuk menguntungkamydisendiri

atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternpatawva tujuannya

adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan dp#tan

. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkamtuku

memasrahkan barang itu dengan jalan :

a. Pemasrahan barang itu harus akibat dari tingakdaya.

b. Si penipu itu harus memperdaya si korban dengaah satu akal
tersebut dalam pasal 379 KUHP.

Tidak semua orang yang dapat ditipu secara mudphtdliiminta

perlindungan berdasarkan pasal 378 KUHP. Tiap-ke@hatan harus
ditimbang satu persatu dan harus terbukti bahwa tqpslihat yang
digunakan didalam suatu keadaan adalah begitu mergiekebenaran

sehingga dapat dimengerti jika orang yang ditipisémpat percaya.

Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapanya

penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslitatiausunan belit dusta,

sehingga orang percaya kepada ceritera bohori itu.

34| bid., hal. 81.

| bid.
% | pid.
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Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur
1. Unsur-unsur objektif:
a. Perbuatan : menggerakkan;
b. Yang digerakkan : orang.
c. Perbuatan itu ditujukan pada :
1) orang lain menyerahkan benda
2) orang lain memberi hutang, dan
3) orang lain menghapuskan piutang.
d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan :
1) memakai nama palsu,
2) memakai tipu muslihat,
3) memakai martabat palsu, dan
4) memakai rangkaian kebohongan
2. Unsur-unsur subjektif:
a. 1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau
2) Maksud untuk menguntungkan orang lain.
b. Dengan melawan hukur.
1. Unsur-unsur Objektif Penipuan
a. Perbuatan MenggerakkaBewegeh
Katabewegerselain diterjemahkan dengan menggerakkan,
ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istikambujuk
atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memila@rik

keterangan apapun tentang istilabwegenitu. Menggerakkan

37 Adami ChazawiK g ahatan Terhadap Harta Benda, Banyumedia, Malang, 2003, hl 116.
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dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengarataiu
menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yarenggpuhi
adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakiaah a
berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlimatkmeya secara
konkret bila dihubungkan dengan cara melakukanngara
melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih beuientang
bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yangrbdaa
dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbyatanbenar,
misalnya dalam pasal 55 (1) KUHP membujuk atau rasjugkan
untuk melakukan tindak pidana dengan cara: menmdoerétau
menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan laian
sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggeradalah
dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung kieédaran,
palsu dan bersifat membohongi atau menifpu.

Penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yangk unt
terwujudnya/ selesainya bergantung pada perbuatangodain,
dan bukan pada petindak. Sehubungan dengan habt@&iarrest
HR (10-12-1928) yang menyatakan bahwa: “Untuk sabga
kejahatan penipuan diperlukan adanya perbuatarg daam selain
penipu. Terdapat suatu permulaan pelaksanaan @kaugtan itu
tidak memerlukan perbuatan lain lagi dari petindaBuatu
permulaan pelaksanaan yang dimaksudkan HR itu ladataunya

telah terjadi suatu percobaan peniptfan.

38 | bid.
% bid.
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Perihal sebagaimana dalam putusan HR tersebut
ditegaskan kembali dalam putusan lainnya (27-3-19%&ng
menyatakan bahwa “ada percobaan penipuan apablikupe
dengan maksud menguntungkan diri sendiri secaraawael
hukum, telah memakai nama palsu, martabat palsupata
rangkaian kebohongarf®.

Adanya perbuatan orang lain sebagaimana yang
dimaksudkan HR tersebut di atas adalah berupa takiba
perbuatan menggerakkan akibat mana adalah meruplaaat
untuk selesainya/ terwujudnya penipuan. Dilihati dardut ini,
maka sesunggguhnya penipuan ini adalah berupaktipana
materiil. Akan tetapi, apabila dilihat bahwa dalammusan
penipuan disebutkan unsur perbuatan yang dilargegjpuan
dapat dikategorikan juga ke dalam tindak pidanenfiot*

Sesungguhnya penipuan lebih condong ke arah tindak
pidana materiil daripada tindak pidana formil, d@mgalasan
bahwa terwujudnya perbuatan yang dilarang (menggar
bukan menjadi syarat untuk selesainya /terwujudpgaipuan
secara sempurna, melainkan pada terwujudnya akddduatan
yakni berupa orang lain menyerahkan benda, merhbé&ing, dan

menghapuskan piutarig.

40 pid.
1) pid.
“21pid.



48

b. Yang Digerakkan adalah Orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang ya
memberi hutang dan orang yang menghapuskan pigeipggai korban
penipuan adalah orang yang digerakkan itu senbgtiapi hal itu bukan
merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasdldak8sedikitpun
menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda,bererutang
maupun menghapuskan piutang adalah harus ada yaaggligerakkaft®

Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun
menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yangrak@an, asalkan
orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda its atxintah/ kehendak
orang yang digerakkan. Artinya penyerahan bendad@pat dilakukan
dengan perantaraan orang lain selain orang yamgakigan**

Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentirsiapa
diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidakupearus kepada atau
bagi kepentingan orang yang menggerakkan/ petiféakyerahan benda
dapat dilakukan kepada orang lain selain menggargkkasalkan
perantaraan ini adalah orang yang dikehendaki gegtinUntuk ini ada
arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa “peamger merupakan
unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tigegtlu bahwa penyerahan
dilakukan pada pelaku sendif?.

Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan ndaZa hal,

yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat sifgan bahwa dalam

3 bid.
4 bid.
*S1hid.
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penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak teemata melainkan
dapat juga untuk kepentingan orang [&in.
c. 1) Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti \samga
dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, gekaigai benda
yang berwujud dan bergerak.

Dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yangatiisen dapat
terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan ddlam hal ini
terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan dirdisi atau orang
lain. Pendapat ini didasarkan bahwa dalam penipuamguntungkan diri
tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal hahya unsur
maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekdya

Apakah mungkin maksud itu ada dalam peristiwva oréaig
menyerahkan benda milik si penipu sendiri. Dalaakipk mungkin saja
peristiwa demikian terjadi, sebagai contoh sebbagekut:

1. Bila si penipu tidak mengetahui bahwa benda itukmyla sendiri, ia
mengira milik orang lain;

2. Si penipu mengetahui benda miliknya sendiri, tagiadam kekuasaan
orang lain karena misalnya digunakan sebagai jamm#ang dan
digadaikari*®

Didasarkan pendapat tersebut di atas, penipuantéigali pada

kedua contoh tersebut di atas.

8| pid.
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Akan tetapi pandangan akan berbeda, apabila dithat sudut
lain, yaitu bahwa unsur maksud sebagai salah saiuk kesengajaan
dalam rumusan penipuan ditempatkan di muka baikrumgnguntungkan
maupun unsur benda. Dengan begitu berarti sebeketmdak berbuat
menggerakkan orang ia harus sadar bahwa agar ntengian itu dapat
dicapai, harus dengan orang menyerahkan benda buokianya. Jadi di
sini kesengajaan petindak yang ditujukan untuk m@k®enguntungkan
diri itu, sekaligus pula ditujukan bahwa dengan il&an benda itu milik
orang lain menyerahkan benda milik sentfiri.

Di atas tadi dikatakan bahwa penipuan terjadi buideh sebab
telah terjadinya perbuatan menggerakkan, melairgaa telah terjadi
perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain. Mehkan benda baru
dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan télah sepenuhnya
berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalana&a&n orang yang
menerima. Dalam hal ini berarti putusnya hubungagkuksaan
(menguasai) antara orang yang menyerahkan dengaalabgang
diserahkan. Telah berpindahnya kekuasaan atas kertam kekuasaan
petindak atau orang lain atas kehendak petindd&mbna ia penerima
telah dapat melakukan segala sesuatu perbuataadégriibenda itu secara
langsung tanpa ia harus melakukan perbuatan Idebie dahulu. Dalam
hal ini penipuan, yaitu untuk selesainya kejahatandiperlukan telah

berpindahnya kekuasaan atas benda objek kejalzaala. penipuan oleh

1 pid.
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sebab perbuatan menyerahkan, suatu perbuatan yakgkdn oleh orang
bukan petindak®

Pengertian perbuatan menyerahkan adalah suatu rgange
menurut arti kata yang sebenarnya. Berdasarkanepigang yang demikian
ini, maka tidak mungkin penipuan tadi terjadi diasda-benda yang tidak
bergerak dan tidak berwujdd.

c. 2) Memberi hutang, dan 3) Menghapuskan piutang

Perkataan hutang di sini tidak sama artinya deihgdang piutang,
melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian akewukg@an. Hoge Raad
dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bdkamg dimaksud
dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya et@ngejumlah uang
jaminan”.>?

Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat idemt sebagai
memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pgran yang lebih
luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yangbavwem akibat
timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyegatik membayar
sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu juei, himbul suatu
kewajiban pembeli untuk membayar/ menyerahkan dajunmang tertentu
yakni harga benda itu kepada penjual.

Menghapuskan adalah menghapuskan segala macamataerik
hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghdangkwajiban
hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertpada korban

atau orang lain. Apabila dilihat dari sudut unsuipjgktif penipuan, yaitu

%0 | pid.
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maksud menguntungkan diri sendiri atau orang laimpka dapat
disimpulkan bahwa hutang itu diberikan/ dibuat atpiutang itu
dihapuskan adalah untuk kepentingan penipu senwditipun juga orang
lain. Orang lain ini bisa juga orang yang terliltitlam penipuan ini,
misalnya pelaku pembantuny.
d. Upaya-upaya Penipuan
1) Dengan menggunakan nama palaigche naam

Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikbagai suatu
nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang Kadua, suatu
nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknyau atidak ada
pemiliknya.
2) Menggunakan martabat/kedudukan palslgche hoedanigheid

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebi@gmmahan

perkataarvalsche hoedanigheitl, ialah : keadaaan palsu, martabat palsu,

sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dothkdengan
kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yangbuli&ligunakan
seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyahnakakertentu,
padahal sesunggguhnya ia tidak mempunyai hak-ngnte itu.
3) Menggunakan tipu muslihatligtige kunstgrependan 4) rangkaian
kebohonganZamanweefsel van verdichtgels

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-samsifdie

menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namyatdeenimbulkan

kepercayaan/ kesan bagi orang lain bahwa semusedlah-olah benar

>3 bid.
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adanya. Namun ada perbedaan, yaitu : pada tipuilhatsberupa
perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohonganpabemngapan/
perkataar?

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatarg ysedemikian
rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaante kebenaran
perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. ldagen orang bisa
menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatifgagerak hati orang
lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penikarena dengan tergerak
hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah beragzma agar orang lain
(korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1911) HR atakgn
bahwa “tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatag yaenyesatkan, yang
dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gaerbgambaran yang
keliru dan memaksa orang untuk menerimanya”.

Dari perkataanlistige kunstgrepenatau tipu muslihat, maka
perbuatan yang bersifat menipu itu harus lebih sk, di mana biasanya
yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan te&pm praktik bisa
terjadi dengan satu perbuatan saja, yang biasaikyai dengan rangkaian
kebohongan. Hal ini dapat diketahui dari suatusarH#R (25-10-1909)
bahwa *“tipu muslihat tunggal adalah cukup. Undandamg sering
menggunakan kata-kata jamak untuk pengertian tihgda

Dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkanwéah

kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seddhhimenar adanya

| pid, hl. 117.
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bagi korban lebih dari satu). Karena merupakan kaiag, maka kata
bohong yang satu dengan bohong yang satu menimbukesan
membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi raagKeebohongan
mempunyai unsur: (1) berupa perkataan yang isiicigk tenar, (2) lebih
dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu mengudtghong yang lain.
Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat poraurangkaian
kebohongan harus telah ada pada saat melakukamtiglihat dan lain-
lain.>’

Bila pada saat menerbitkan cek atau bilyet girodiémanya tidak
ada atau tidak cukup, dan keadaan ini tidak dédemkan, yang berarti
ketidakbenaran itu telah ada pada saat itu, dam kéeena orang yang
menerbitkan cek harus ada/ cukup dananya, makaugierb ini dapat
dikualifikasikan sebagai penipuan. Pendapat inuiaedengan Keputusan
MA (15-11-1975 No. 133 K/KR/1973), yang menyatakéahwa
“seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahwabcek itu tidak
ada dananya, perbuatannya merupakan tipu musketgai termaksud
dalam pasal 378 KUHP?®

Dalam masyarakat sering terjadi orang menyerahlgn atau
bilyet giro mundur, artinya cek tersebut diberikanggal untuk beberapa
hari ke belakang dari saat mengeluarkan/ meneriika Misalnya pada
tanggal 1-1-1995 A menerbitkan cek untuk benda,daplis tanggal 15-

1-1995. Pada tanggal 15-1-1995 di bank ternyatamdantidak ada atau

57| bid.
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tidak cukup. Apabila didasarkan pada pendapat MK\ taaka perbuatan
itu adalah sebagai tipu muslihat, dan ini beratiipuar®

Dalam menghadapi kasus cek atau bilyet giro kostidgk dapat
disama-ratakan. Pendapat MA itu berlaku untuk sélyseristiwa, tapi
harus melihat kejadian demi kejadian. Dalam contibhatas, apabila
ketidakadaan dananya telah diberitahukan kepadaripgn cek, dan ia
telah mengerti, maka dalam peristiwa ini tidak a#@suatu yang tidak
benar atau palsu, ini bukan tipu muslihat, karéndukan penipuan. Bila
pada tanggal 1-1-1995 ketika menerbitkan cek itmadga memang
diketahuinya tidak ada dan hal ini sengaja tidabediahukan kepada
penerima cek, maka di sini telah terjadi tipu mhetli dan karenanya
merupakan penipudf.

Terhadap tipu muslihat, kesengajaan adalah saegang. Dalam
contoh yang terakhir itu ia harus ada kesengajaatuku tidak
memberitahukan tentang ketidakadaan dananya. Wtipid muslihat
dalam contoh ini adalah berupa tidak memberitahukdarus ada
kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan tidak bewt@hukan,
berhubung karena dalam rumusan penipuan kesengagt@egai maksud)
ditempatkan mendahului unsur tipu muslihat. Hal s@isuai dengan
Putusan MA tersebut di atas, dengan disebutnyankali‘padahal ia

mengetahui” menunjukkan bahwa kesengajaan itu alk terhadap

%9 | bid.
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ketidakadaan dananya  maupun terhadap perbuatan k tida

a. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Oraam

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menkkgna
harus ditujukan pada menguntungkan diri sendin at@ng lain, adalah
berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengsghagai maksud ini
selain harus ditujukkan pada menguntungkan diga jpada unsur lain di
belakangnya, seperti unsur melawan hukum, mengkgmaknenggunakan
nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dasksuch ini harus ada
dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tigakpada saat memulai
perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya mestankekayaan

dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik &g sendiri

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di gi@s
ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud mengghktan diri
sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatemggerakkan
haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unslkisudadalam
rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur meldwdam, yang
artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan paesur melawan
hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini dddb@rupa unsur

subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atauds&ttidaknya ketika

memberitahukanny#.
2. Unsur Subjektif Penipuan
maupun bagi orang laiff
b. Dengan Melawan Hukum
®1 | bid.
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memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah likérkiesadaran

dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri aieang lain dengan
melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Madawkum di sini

tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang olettang-undang atau
melawan hukum formil, melainkan harus diartikan ieltuas yakni

sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendalyjarakat, suatu
celaan masyarakét.

Unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusadak
pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persi@da. Perlu
dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud memguogkan diri sendiri
atau orang lain dengan menggerakkan orang lainatecgra tertentu dan

seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicelganaiaf*

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum
E.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ladatauk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentikgaentingan yang
bisa bertentangan satu sama fain.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., bahwa umk
melindungi kepentingan seseorang dengan cara nokag#tan suatu
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangkeenkagannya

tersebuf®

%3 bid.
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Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bdagadkan

atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah fasyang wajar apabila
kepentingan nasabah yang bersangkutan memperolelndpagan
hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan blgtum kepada

bank®’

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nhsabia

Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistenbamjen
Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabakinppan dana,
dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaftu :

a. Perlindungan secara implisitin{plicit deposit protectiop yaitu

perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dambjp@aan bank
yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinglaakigkrutan bank.
Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peratu perundang-
undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yhingsilkan oleh
pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dieakukeh Bank
Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usalkasedagai sebuah
lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadtgmsperbankan
pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan, l{&hknelakukan
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) panaberian kredit
yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasal#mn (7)

menyediakan indormasi risiko pada nasabah.

. Perlindungan secara eksplisiExplicit deposit protection yaitu

perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yaegjamin

*71pid.
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simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengéakegagalan,
lembaga tersebut yang akan mengganti dana masygeaak@ disimpan
pada bank yang gagal tersebut. Pembentukan lemjaagamenjamin
simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam ksgutPresiden
RI No. 26 Thun 1998 tentang Jaminan Terhadap KéamjiBank

Umum.

E.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nhsaba
penyimpan dana, penulis membaginya dalam 2 macait, y
1. Perlindungan tidak langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia pk&dmaterhadap
kepentingan nasabah penyimpan dana adalah sudtudpegan hukum
yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana sgrheebala resiko
kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan &tabul dari kegiatan
usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalahuisupglya dan tindakan
pencegahan yang bersifat internal oleh bank yamgahgkutan dengan
melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini.
Prinsip Kehati-hatianRrudential Principlé
Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 10 mahQ98
dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam maakwsahanya
berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakasigprkehati-

hatian.
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Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimdinaaksud
dalam ketentuan pasal 2 di atas, kita dapat menampdsal lain didalam
undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegakdtemengenai
pentingnya usaha bank, yakni dalam pasal 29 ayat y&itu
mengemukakan bahwa:
“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sedeilagan ketentuan
kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajeméuiditas,
rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yanghbbungan dengan usaha
bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesugadeprinsip kehati-
hatian”®®
2. Perlindungan langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbarn&dmdap
kepentingan nasabah penyimpan dana adalah sudiodpegan yang
diberikan kepada nasabah penyimpan dana secaraulangerhadap
kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatasaha yang

dilakukan oleh bank®

| bid, hl. 134.
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METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggumakaetode

penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian slaadoendekatan
yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis yapendekatan dari aspek
hukumnya, dalam hal ini peraturan-peraturan dalatabkUndang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undafeganya yang
mendasari proses pengungkapan kasus penipuan deeg@gunakan sarana
bilyet giro kosong. Sedangkan pendekatan sosiologisgandung arti bahwa
dalam membahas kegiatan tersebut harus dilihat ateay dalam

masyarakaf?

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka pemsdisgadakan
penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis memikasi di Unit Idik 11l dan
Unit Idik IV Reserse Kriminal (RESKRIM) KepolisiaResort Kota Malang.
Penulis memilih lokasi tersebut, karena unit inirapakan unit yang khusus
menangani kasus tindak pidana penipuan. Berdasarieasurvey yang telah
dilakukan penulis pada tanggal pada tanggal 10 aiar2009, di lokasi
tersebut pernah mengungkap 8 kasus tindak pidamapyas dengan

menggunakan sarana bilyet giro kosong dan 4 kasmg ynasih dalam

"I Rony Hanitojo Soemitrdyl etode Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT Ghalia Indonesia,
1988, hl. 44.
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penyidikan, mengingat kasus ini sangat sulit untlilangani dalam hal

pembuktian dan penangkapan para pelakunya.

Tabel 3.1 : Kasus Penipuan Dengan Menggunakaan&aBilyet Giro

Kosong Yang di Tangani Penyidik Polresta Malanga®a Tahun 2006-

2008.
Jumlah
No. | Tahun Bulan
kasus
1. 2006 Maret dan April 2
2. 2007 Januari, April (2 kasus), dan Mgi 4

3. 2008 Februari, Agustus, September|(2 5

kasus) dan Desember

Jumlah 11

SumberData Sekunder diolah, Februari 2009.

Selama tahun 2006, penyidik Polresta Malaangyd menangani 2
kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilgetagong.
Pada tahun 2007, Penyidik Polresta Malang menargjatasus penipuan
dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong. Ngpadia tahun 2008
Penyidik Polresta Malang menangani 5 kasus penigaagan menggunakan
sarana bhilyet giro kosong. Dengan melihat data ylperoleh tersebut, kasus
penipuan dengan menggunakan sarana bilyet girongosetiap tahun
meningkat.

Baru-baru ini, Unit IDIK 1l Reserse Krimiha(RESKRIM)

Kepolisian Resort Kota Malang sedang menanganisRkdan di Unit IDIK
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IV Reserse Kriminal (RESKRIM) Kepolisian Resort KoMalang juga
sedang menangani 2 kasus penipuan dengan menggwsiaaa bilyet giro
kosong.
C. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data :
a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secarsgsiang dari
sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadk gmhasan, yaitu
diperolen melalui wawancara dengan responden untekcapai tujuan

penelitian’> Adapun data primer ini diperoleh dengan melakytenelitian

di Polresta Malang.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan untuk gielpndata pokok
yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan mieliput
1) Literatur hukum baik dari buku, makalah, surat kabeajalah, internet
yang berkaitan dengan tindakan penyidik dalam megkap kasus
tindak pidana penipuan dengan menggunakan sariyeadiro kosong.
2) Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini perayatag digunakan
sebagai dasar dalam proses penyidikan oleh penyidik
3) Data statistik di Polresta Malang.
B. Sumber Data :

a. Data Primer

2p. Joko Subagydyl etode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Rineka Cipta Jakarta, 1997,
hl 34.
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Sumber data primer dalam penelitian ini ddper dari Polresta
Malang khususnya di bagian Unit Idik 11l dan Id¥ Reserse kriminal
(RESKRIM).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian inierdigh dari
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya MalangatPDokumentasi
llImu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Braayig Malang,

Situs-situs internet, literatur pustaka Polrestdaiig.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer
Untuk memperoleh data primer yang diperlukan rdagenelitian

ini dilakukan dengan :
- Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan caraadhakan
wawancara atau dialog secara langsung, serta needatd-data tertulis

kepada pihak pemberi ddfa.

Teknik wawancara dengan menggunakan pedoredanyaan
yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkanancara
dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyathmasnasih ada
hubungan erat dengan permasalahan yang hendakisiaatau untuk

memperjelas jawaban dari responden.

4 Marzuki, M etodologi Riset, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, Ull, Yogyakarta, 1982 hl
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Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dstudi

kepustakaan atau literatur yaitu dalam mengumpulkiata-data,
peneliti mempelajari buku-buku literatur dan peratu perundang-
undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh daroksspan Resort Kota
Malang yang berkaitan dengan penelitian ini derggaa menyalin atau
mengcopy dokumen dan catatan yang terkait dengesalaia yang
diteliti.
Populasi, Sampel dan Responden
Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua elemen yamkgpitedan
berkepentingan dalam pengungkapan kasus tindakngigenipuan
dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong geiwruh anggota
Kepolisian Resort Kota Malang, Karyawan Bank danefiena bilyet

giro kosong.

. Sampel

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan telomkrandom yaitu
dengan sampel bertujuan plrposive sampling), dimana penulis
memilih subyek dari anggota populasi tersebut yHiitit Idik Il dan
Unit Idik IV Reserse Kriminal (RESKRIM), KaryawanaBk dan

Penerima bilyet giro kosong.

c. Responden

Adapun yang menjadi responden dalam penelitiaadalah :
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a. Kepala Satuan Reserse Kriminal, yaitu Bapak Kuswibowo,

SH. Smlk.

b. Kepala Unit Idik 11l RESKRIM Bapak Aiptu Bambangieryanto,
SE, serta anggota penyidik Bapak Brigpol Galih dgniptu

Arianto.
c. Anggota dari Unit Idik IV Reskrim Bapak Bripka Nuasis.
d. Karyawan Bank, yaitu Fadly Rasyid.
e. Penerima bilyet giro kosong, yaitu Ibu Suciati.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelita adalah metode
diskriptif analisis, yaitu dalam pembahasannya pemienggambarkan data-
data yang telah diperoleh tentang syarat-syarasusyang harus ada dalam
penggunaan bilyet giro kosong yang menjadi saraw@k pidana penipuan,
cara penyidik Polresta Malang dalam mengungkap skkasus penipuan
dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, dka@mthn upaya yang di
lakukan pihak penyidik Polresta Malang dalam pengulan alat bukti,
Perlindungan hukum bagi Penerima bilyet giro kosdegnudian melakukan
analisis terhadap data-data tersebut untuk sefg@utditarik suatu

kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokas Penedlitian dan Struktur Organisasi Polresta
dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang beserta Tugas dan
Kewenangannya.

Kepolisian Resort Kota Malang (POLRESTA MALANG) hwasi di
Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 19 Malang, tepatngiapan Rumah Sakit Dr.
Syaiful Anwar.

Polresta Malang memiliki wilayah kerja yang cukupad dengan
membawahi dan bertanggung jawab atas lima KepoliSektor (POLSEKTA)
yaitu Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekimjen, Polsekta
Kedungkandang, Polsekta Blimbing.

Struktur organisasi Polresta Malang di atur dalaob Sampiran 1
Lampiran “C” POLRES Keputusan KAPOLRI No. Pol: KBR/X/2002 tanggal
17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengaotism Kapolri No. Pol:
KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005. Secara dpasar, struktur organisasi
Polresta Malang di bagi kedalam 4 (empat) unsutyya

1. Unsur Pimpinan:
a. Kapolres
Adalah pimpinan Polres yang berada di bawah datartggung jawab
kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membdaa

mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organidasn dagkungan
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Polres serta memberikan saran pertimbangan darksaelakan tugas
lain sesuai perintah Kapolda.

b. Wakapolres
Adalah pembantu utama Kapolres yang berada di badah
bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres gastmembantu
Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mealiemd
pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan oagawiaglam jajaran
Polres dan dalam batas kewenangannya memimpinsPddéleam hal
Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugassésinai perintah
Kapolres.

2. Unsur pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf

a. Bagian Operasional (Bag Ops)
Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana siliésp yang
berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggara#annistrasi
dan pengawasan operasional, perencanaan dan pahgenoperasi
kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan @iatan pelayanan
atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahd@anpermintaan
bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamdnasus
lainnya.

b. Bagian Binamitra (Bag Binamitra)
Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana stdes yang
berada di bawah Kapolres. Binamitra bertugas mengat
penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksana

penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bergnkapanan
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swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompetembina
hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh
sosial’lkemasyarakatan dan instansi pemerintah, ushya instansi
Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangkarot daerah,
dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatayae waasyarakat
pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pbaggan
pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Pselarakat
yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

c. Bagian Administrasi (Bag Min)
Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana sibhEs yang
berada di bawah Kapolres. Bagmin bertugas menygéeagan
penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, ifeemb dan
administrasi personel, pelatihan serta pembinaam a@ministrasi
logistik.

3. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

a. Urusan Telematika (UR Telematika)
Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yangd®eda bawah
Kapolres. Telematika bertugas menyelenggarakan yaeden
telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan datayapan
informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanauitimedia.

b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan DisiplD)(P3
Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yangd&eda bawah

Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan petaypengaduan
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dan masyarakat tentang penyimpangan perilaku ddakan anggota
Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, tesukapengamanan
internal, dalam rangka penegakan hukum dan penmytiezesi.

c. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (UR DOKKES)
Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertgaig berada di
bawah Kapolres, yang pembentukannya di tetapkargaserSurat
Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujugatbgie yang
bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.

d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)
Taud adalah unsur pelayanan Polres yang beradawgibbKapolres.
Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan waalsam meliputi
korespondensi, ketatausahaan perkantoran, dokusnenta
penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihaketimiban.

4. Unsur Pelaksana Utama

a. Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK)
Adalah unsur pelaksana utama Polres yang terdirBd@ga) unit dan
di susun berdasarkan pembagian wakilug/shi) yang berada di
bawah Kapolres, SPK bertugas memberikan pelayarsgoolikian
kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalantukben
penerimaan dan penanganan pertama laporan/ pemgguklayanan
permintaan bantuan/ pertolongan kepolisian, peajaganarkas
termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan bardtg yang

berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ripges#lisihan antar
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warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kehbijattalam

organisasi Polri.

. Satuan Intelejen Keamanan (SAT INTELKAM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berdoandih Kapolres.

Satuan Intelejen Keamanan bertugas memberikan raass&bagai

dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/ taidakan

pimpinan kesatuan Polri, baik dalam rangka kegiabperasional

maupun dalam rangka pembinaan Polri di semua bjdaoga

mewujudkan Polri sebagai pelindung, pengayom datayae

masyarakat serta Polri sebagai penegak hukum.

. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang beraoandih Kapolres.

Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan lwtikga,

penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadapyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-bopdso. 8

Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya.

. Satuan SAMAPTA (SAT SAMAPTA)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang beraoandih Kapolres.

Satuan samapta bertugas untuk melaksanakan fuegslis&ian yang

bersifat preventif:

1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayarssyanakat

2) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguanibkaastibaik
berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gandmertiban

umum lainnya
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3) Melaksanakan tindakan Represif Tahap Awal (Repateah)adap
semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna mnieameli
keamanan dan ketertiban masyarakat

4) Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan analsyt

5) Melakukan tindakan represif terbatas (Tipiring d@enegakan
Perda)

6) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operaBianal

7) Melaksanakan SAR terbatas

5. Satuan NARKOBA

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang beraoandih Kapolres.

Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan/ memburaysif

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotidan obat

berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan peanbirdalam
rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyatetan Narkoba.
6. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang beraoandih Kapolres.

Sat lantas bertugas menyelenggarakan, membina iflalgs lintas

kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, gpemlan dan

patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa laliagi regirtrasi dan
identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penwdikkecelakaan
lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang laitad, guna
memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaratinghs”

Unsur pelaksana utama kewilayahan Polres adalalolisem Negara

Republik Indonesia Sektor (Polsek).

> Keputusan Kepala Kepolisian Negara Repiblik IndimeNo. Pol: Kep/54/X/2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Orgarssda Tingkat Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah (POLDA)
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BAGAN |

STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG

EAPOLEES
WA

UHMEUR FIMPIMN A

I I I
BaG OF3 BaAG BaAG NI
BIMAMITEA

OHNEUR PEMEBANTU PIMPIN AN

TR | 31 P3D UE. TATD

TELEMATIEKA DOKEES

OMNEUR PELAKSANA 3TAF KHUSTS

DAN PELAVANARN
I I I I I I
S3FK 24T, 24T 24T, SAT. 2aT.
INTEL RESERIM SAMAPTA HAREKOD LANTAS
AN BA

UMIUR PELAESANA TTAMA

POLBEK

Sumber: Data Sekunder Polresta Malang, 2009.
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Ada bagian Satuan Reserse yang di kepalai oleht ISesae dan Wakasat

Serse. Kasat Serse dalam menjalankan tugasnyatuliBekretariat, yaitu Taud

Reserse yang bekerjasama dengan unit Poskodal@essBeDari bagian-bagian

yang terdapat dalam susunan struktur organisase$talMalang yang terlihat di

atas, ada bagian yang terkait dengan penangardgaktpidana penipuan dengan

menggunakan sarana bilyet giro kosong, yakni SaReserse Kriminal (SAT

RESKRIM). Struktur Organisasi SAT RESKRIM terditaa 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan : Kasat Reskrim
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Kaur Bin Ops (KBO)
3. Unsur Pelaksana/unit Operasional
a. Unit | yaitu Resmob (Unit Reserse Mobil), Bertugas

menangani kejahatan atau pelanggaran sepeda muobil,
dan sebagainya.

Unit Il yaitu Jatanras (Unit Kejahatan dan Kekemsa
Bertugas menangani kejahatan perampokan, penganiaya
pembunuhan, dan sebagainya.

Unit [l yaitu Reskrim (Unit Reserse kriminal), Begas
menangani kejahatan umum, seperti penipuan, pemguri
perjudian, miras, dan sebagainya.

Unit IV yaitu Unit Reskrim (Unit Reserse kriminaBertugas
menangani kejahatan umum, seperti pemalsuan, pangcur
penipuan, perjudian, miras, dan sebagainya.

Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Kanit Pidsus (Pidana Khusus)
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g. Kanit Bang-ta (Bangunan dan Tanah)
h. Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)

Tugas dan struktur Organisasi Satuan Reserse dannidl Polresta Malang.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Mgiaempunyai tugas-tugas

sebagai berikut :

1. Sat Reskrim adalah untuk pelaksana utama pada KigpolResort Kota
yang berada di bawah Kapolresta.

2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau merfimgai penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikanaypeln atau
perlindungan khusus kepada korban atau pelaku aenamjak-anak, dan
wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikask luntuk kepentingan
penyidikan ataupun pelayanan umum dan menyelerkgyateoordinasi dan
pengawasan operasional dan administrasi penyidS sesuai ketentuan
hukum perundang-undangan.

3. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim (KaBaskrim) yang
bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam tugjaarishari dibawah
kendali Wakapolres.

4. Dalam tugas sehari-hari, Kasat Reskrim dalam matedsan kewajibannya
dibantu Kepala Unit Biro Operasional (Kaur Bin Qps)

5. Sat reskrim terdiri dari urusan administrasi seg@mlah unit.

Tugas SAT Reskrim Polresta Malang ada tiga macaaity yantara lain

sebagai berikut:
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1. Penyelidikan
Pengertian mengenai penyelidikan menurut Kitab dgdandang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakamyglelik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwva yang didedpagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakyb@nyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Penyidikan
Pengertian mengenai penyidikan menurut Kitab Undangang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakaryidék dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undangnituk mencari
serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membkeaing tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukanrigksaya.

3. Identifikasi Kriminal
Pengertian identifikasi kriminal adalah mengidesitmengenali subyek

(pelaku) atau obyek kejahatan.



BAGAN [

STRUKTUR ORGANISASI
SAT RESKRIM
POLRESTA MALANG

KASAT RESKRIM

KUSWORO WIBOWO, SH. SIK
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TR IDENT KBO RESERIM
AUBANDI OHIM
HURYONO ATAF BIN OP3 RESKRIM
TEGUH ADILOKITO AUNARND | WUWUT.N
DWI YULTASTO YUDITH | AGUNGWISNU
[INITI INITT INITI INIT IV PIDSUS PPA BANGTA TEEAB
FIDWAN.R| (NANANGW | (BAMBANG.H| |A KUBAERI| | ADIL3 JAYANTLM RUDLH AUNDOYO
DWI.F FAUZEN (GALIH NURWASLS | | HARLI | |KETUT.M| TRLW | |EUDIHARDIO| | RUDLH | ANDIET
WACHID | | SETIAWAN | | ARIVANTO | | EDUART | | DIDIE A TRLH | ENV.3 EDY.C ALLDINO | ML ARIF
IRWAN.C IGBAL M. RIDHA TIYAR.D | | IWAN.3 MELR | EVLA DWLM A ZANUL | PURWANTO
JAWOTO | | ZULMAN AURYA DIVARR | | ANDRLA | | KURNIA | DEDEKK JAIENG | BAMBANG.H
YOSER.B | DODY. 5
TINGGALS

Sumber: Data sekunder Polresta Malang, 2009.
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B. Realita Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan
Sarana Bilyet Giro Kaosong di Wilayah Polresta Malang

Baru-baru ini anggota Kepolisian Resort Kota Malangnangani kasus
penipuan dengan menggunakan sarana bilyet girmgo&tang menangani kasus
tersebut yaitu Kanit Idik 11l sejumlah 2 kasus yasekarang masih dalam proses
penyidikan dan Kanit Idik IV sejumlah 2 kasus yassju kasus masih dalam
proses penyidikan dan satu kasus lagi masih datagep persidangan.

Jumlah kasus penipuan dengan menggunakan sargea d@iilo kosong

yang di tangani oleh pihak penyidik Polresta Malaaljma tahun 2006-2008:
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Tabel 4.1: Data Kasus Penipuan Dengan Menggunakaan& Bilyet Giro

Kosong Yang di Tangani Penyidik Polresta Malan@®al Tahun 2006-2008

Pasal Yang
No. Tanggal Uraian Singkat Nomor Laporan Polisi di
Kenakan
1. 29 Maret 2006 Penipuan melalui pembelian HP K/LP/343/111/2006/RESTA 378 KUHP
dengan bilyet giro kosong, kerugian
Rp. 3.750.000
2. 14 April 2006 Penipuan melalui pembelian kaca
dengan bilyet giro, kerugian Rp. | K/LP/415/IV/2006/RESTA 378 KUHP
69.800.600
3. 20 Januari 2007 Penipuan dan atau penggelapan RpK/LP/86/1/2007/RESTA 378 KUHP
100.000.000 dengan bilyet giro Bank
Permata
4. 13 April 2007 Penipuan dan atau penggelapan uarky/LP/388/I\V/2007/RESTA 378 jo 372
jaket kulit domba Rp. 11.040.000 KUHP
menggunakan bilyet giro (dana
kosong)
5. 19 April 2007 Penipuan melalui pembelian barangK/LP/405/1V/2007/RESTA 378 KUHP
elektronik Rp. 838.389.000 dengan
bilyet giro kosong
6. 29 Mei 2007 Penggelapan dan atau penipuan uang/LP/577/V/2007/RESTA 378 jo 372
melalui pembelian rumah dengan KUHP
bilyet giro kosong
7. 4 Februari 2008 Penipuan dan atau penggelapah 8K/LP/136/11/2008/RESTA 3780 372
lembar bilyet giro kosong KUHP
8. 15 Agustus 2008 Penipuan dan atau penggelapank/LP/914/VIII/2008/RESTA | 378 jo 372
melalui pembayaran kayu dengan gek KUHP
dan bilyet giro kosong
9. | 4 September 2008  Penipuan dengan bilyet gisorkp | K/LP/920/1X/2008/RESTA 378 KUHP
melalui pembayaran barang
elektronik
10. | 8 September 200¢ Penipuan dengan bilyet gledti | K/LP/935/1X/2008/RESTA 378 KUHP
cukup dana melaui pembelian lemari
11. | 25 Desember 2008  Penipuan dengan bilyet gisor® LP/154/XI11/2008/SIAGA 378 KUHP

melalui pembelian sepeda motor

Sumber: Data sekunder diolah, April 2009.
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Sesuai dengan tabel 4.1 tersebut diatas menjeldsiama selama tahun
2006, penyidik Polresta Malang hanya menangani fukgenipuan dengan
menggunakan sarana bilyet giro kosong.

Selama pada tahun 2007, Penyidik Polresta Malamigangani 4 kasus,
dan pada tahun 2008 kasus penipuan dengan menggusakana bilyet giro
kosong semakin meningkat, Penyidik Polresta Malaetama tahun 2008

menangani 5 kasus penipuan dengan menggunakam $alsget giro kosong.

Tabel 4.2: Data Kasus Penipuan Secara Umum Yahgrdjani Penyidik Polresta

Malang Selama Tahun 2006-2008

_ _ Jumlah Kasus Yang di
No. Tahun Uraian Singkat )
Tangani
1. 2006 Penipuan 202
2007 Penipuan 114
3. 2008 Penipuan 107
Jumlah 423

Data sekunder diolah, April 2009.

Sesuai dengan tabel 4.2 tersebut diatas menjeldsiama selama tahun
2006, penyidik Polresta Malang menangani seban@akkasus penipuan.

Selama tahun 2007, Penyidik Polresta Malang meman@jl4 kasus
penipuan, dan pada tahun 2008 kasus penipuan semmakiurun dibandingkan
pada tahun 2006 dan tahun 2007, selama tahun 289@ddik Polresta Malang
hanya menangani 107 kasus penipuan.

Meskipun jumlah kasus yang di tangani oleh Penykresta Malang

selama tahun 2006-2008 telah mengalami penurunarntateun 2006 sejumlah
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202 kasus, tahun 2007 menjadi 114 kasus, dan t200® menurun menjadi 107
kasus. Tetapi dalam hal ini jumlah kasus penipuangydi tangani Penyidik
Polresta Malang masih tergolong kasus pidana yakgpcbanyak dan selama
tahun 2006-2008 penurunan jumlah kasus yang diatangiasin minim dan
penanganannya masih belum optimal.

Dengan membandingkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 diktssis penipuan
secara umum jauh lebih banyak dibandingkan dengausk penipuan secara
khusus yaitu penipuan dengan menggunakan saramea ¢mito kosong.

Sesuai dengan tabel 4.1 yaitu data kasus peniperagad menggunakan
sarana bilyet giro kosong tersebut, selama tald@®-2008 semakin meningkat.
Selama tahun 2006 Penyidik Polresta Malang hanyaangani 2 kasus, selama
tahun 2007 Penyidik Polresta Malang menangani datan selama tahun 2008
meningkat menjadi 5 kasus penipuan dengan mengguans&rana bilyet giro
kosong.

Sesuai dengan tabel 4.2 yaitu kasus penipuan segarm selama tahun
2006-2008 mengalami penurunan. Berdasarkan datg yperoleh dengan
membandingkan data tabel 4.1 dan data tabel 48Met, di saat kasus penipuan
secara umum terjadi penurunan tetapi di sisi lagsuk penipuan dengan
menggunakan sarana bilyet giro kosong (penipuamrae&husus) semakin

meningkat dibandingkan dengan penipuan secara umum.
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C. Syarat-Syarat yang Harus Ada Dalam Menggunakan Sarana Bilyet Giro
Kosong Sebagai Tindak Pidana Penipuan

Tidak semua bilyet giro kosong termasuk tindak paaenipuan, Tetapi
kasus bilyet giro kosong ada yang termasuk kasutafze

Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang HukunrdalRe
disebutkan sebagai berikut: “Penggantian biayaj dan bunga karena tak
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwagibk apabila si berutang,
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannyaptebelalaikannya, atau jika
sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalamgaemg waktu yang telah
dilampaukannya.” Berdasarkan uraian diatas, ddsanpulkan bahwa bilyet
giro kosong yang termasuk kasus perdata adalah:
“Apabila penarik bilyet giro menyerahkan bilyetagitersebut kepada penerima
bilyet giro dan penarik bilyet giro mengetahui bahwlyet giro tersebut tidak ada
dananya atau dananya tidak mencukupi, tetapi s@bgltuh tempo si penarik
bilyet giro tersebut memberitahukan/ menginformasikepada si penerima bilyet
giro kalau bilyet giro tersebut tidak ada dananyga aananya tidak mencukupi. Si
penarik bilyet giro karena tidak beritikad baik alal keadaan tertentu tidak bisa
memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat wakpad® si penerima bilyet
giro tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua pitlak, padahal si penarik
bilyet giro tersebut sudah mendapatkan haknya sitpenerima bilyet giro telah
memenuhi kewajibannya terhadap si penarik bilyed,gnaka si penarik bilyet
giro tersebut telah melakukan wanprestasi karetak tmampu membayar tepat

waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah mingkiglah diperjanjikan.”
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Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukunman@idyang
berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menggkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum dengan memakai mafsa atau martabat
(hoedanigheiyl palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiabolkengan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barasgase kepadanya, atau
supaya memberi utang maupun menghapuskan piutai@gcarn, karena
penipuan, dengan pidana penjara paling lama erapant’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Bagleryanta,
Bilyet giro kosong yang termasuk tindak pidana pean adalah sebagai
berikut:®

1. Rekening di tutup oleh pihak bank karena blacklisiu karena kehendak
dari pihak si penarik bilyet giro sendiri;

Bilyet giro yang pada saat dicairkan ternyata rekgmersebut tidak bisa

dicairkan karena telah di tutup oleh bank ataurkailehendak dari pihak

si penarik bilyet giro sendiri pada saat jatuh tempaka bisa dilakukan
penyidikan tindak pidana, karena ini merupakan wsuymgrbuatan tindak
pidana penipuan.

2. Rekening tersebut tidak ada dananya (kosong);

Bilyet giro yang pada saat jatuh tempo dicairkamyata tidak ada

dananya (dananya kosong), maka ini bisa dilakukamyidikan tindak

pidana, karena ini merupakan perbuatan tindak piga@mipuan.

3. Rekening tersebut dananya tidak mencukupi;

® Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Heryantayigandi Polresta Malang, 2 April 2009.
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Apabila pemilik rekening bilyet giro mengeluarkaityet giro untuk alat
pembayaran, namun sebelum jatuh tempo ada penthenitaterlebih
dahulu dari pemilik rekening bilyet giro bahwa daya tidak mencukupi,
sepanjang itu bisa di buktikan, maka itu bukan ipakan perbuatan
pidana. Tetapi apabila si penarik bilyet giro tergedengan sengaja tidak
memberitahukan kepada si penerima bilyet giro paldsitpenarik tersebut
telah mengetahui bahwa rekening bilyet giro danaiigak mencukupi
sampai pada saat jatuh tempo dengan maksud suppgaesima bilyet
giro tersebut tergerak hatinya untuk memberikammgr memberi hutang
atau menghapuskan piutang, maka ini disebut sepagguan.

Bilyet giro yang pada saat dicairkan ternyata dgaamak mencukupi,

dapat dilakukan penyidikan tindak pidana, karenanerupakan perbuatan

tindak pidana penipuan.

Apabila dihubungkan dengan substansi, penipuanaladaérupa suatu
tindak pidana yang untuk terwujudnya atau selesabgrgantung pada perbuatan
orang lain, dan bukan pada petindak.

Pada penipuan dilakukan dengan cara menggerakkamgdérakkan
dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengatabhimenanamkan pengaruh
pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah nddle seseorang.
Menggerakkan pada penipuan ini harus dengan casa-gang didalamnya
mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat meonigoatau menipu, supaya
kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpefigayang pada akhirnya ia

menyerahkan benda, memberi hutang maupun menglapysiitang. Tujuan
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yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanyagkin bisa dicapai dengan
melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakarceaa yang tidak benar.
Bagi perbuatan menggerakkan dalam penipuan dilakukelalui 4
(empat) cara, yaitu memakai nama palsu, memakai muslihat, memakai
martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongama-daga ini di dalamnya
mengandung suatu ketidakbenaran atau palsu, kb&dakan ini dari cara-cara
menggerakkan harus sudah timbul/ terdapat padapsatiatan menggerakkan.
Inilah yang merupakan substansi/ standar penigsiainstansi inilah yang dipakai
sebagai kriteria/indikator/alat pengukur untuk mokan modus-modus
penyerahan bilyet giro kosong apakah itu termasallknd penipuan atau tidak.
Perbuatan menggerakkan dalam penipuan ditujukaa pdtiga) hal yaitu orang
menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskaang. Adanya
perbuatan berupa orang lain menyerahkan benda, ererhobtang ataupun
menghapuskan piutang, yakni akibat dari perbuatanggerakkan adalah
merupakan syarat untuk selesainya/ terwujudnygppani Dalam rumusan pasal
378 KUHP, orang yang menyerahkan benda, membetangu maupun
menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yargrakgan, asalkan orang lain
(pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perikéhi@hdak orang yang
digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapatkdkdan dengan perantaraan
orang lain selain yang digerakkan.
Dalam masyarakat sering sekali orang menyerahkgathgiro mundur.

Bilyet giro kosong yang termasuk penipuan yaitubdpgpetindak menggerakkan
dengan cara rangkaian kata-kata bohong, ketidakderatau palsu pada saat

menyerahkan bilyet giro yang tidak ada dananya déamanya tidak mencukupi,
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padahal keadaan itu diketahui oleh petindak tgtepndak dengan sengaja tidak
memberitahukan kebenarannya bahwa bilyet giro letsédak ada dananya
(kosong) atau dananya tidak mencukupi, maka inekdis sebagai penipuan
karena petindak tersebut pada saat menyerahkaet bitp tidak memberitahukan
kebenarannya kepada korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripkava&dis, dalam
menggunakan sarana bilyet giro kosong sebagai adnatiak pidana penipuan
terdiri dari dua syarat khusus, yaitu :

1. Orang tersebut (yang mengeluarkan bilyet giro kgkdrarus mengetahui
bahwa bilyet giro yang digunakan itu sudah tidakabe lagi atau sudah
ditarik oleh pihak bank.

2.Orang tersebut (yang mengeluarkan bilyet giro kgsdrarus mengetahui
bahwa rekening yang mengeluarkan bilyet giro itdasuditutup, baik itu
atas kehendak dari pihak bank karena blacklist atas kehendak dari
pemilik rekening bilyet giro, atau orang tersebuengetahui bahwa
memang tidak ada dananya/ dananya tidak mencukugkedning bilyet
giro tersebut’

Misalnya: Bahwa pemilik rekening bilyet giro sefggaemberikan bilyet
giro kosong untuk keperluan pemilik bilyet girotaigt pemilik bilyet giro

tersebut mengetahui bahwa di rekening bilyet guosebelum dibayarkan
dan sampai pada saat jatuh tempo itu tidak adangiahaananya tidak

mencukupi dan rekening bilyet giro tersebut tidkkramendapatkan dana.

" Hasil wawancara dengan Bripka Nurwasis, penyidiRalresta Malang, 27 Juni 2009.
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Berdasarkan Pasal 378 KUHP, syarat-syarat yangshada dalam
menggunakan sarana bilyet giro kosong sebagai adnatlak pidana penipuan
yaitu sebagai berikut :

1. Pada penipuan dilakukan dengan cara menggerakkara-cara ini
didalamnya mengandung rangkaian kata-kata bohatglakbenaran atau
palsu. Ketidakbenaran ini dari cara-cara menggamakiarus sudah timbul/
terdapat pada saat perbuatan menggerakkan. Inid@aiy ymerupakan
substansi/ standar penipuan. Substansi inilah ydigpkai sebagai
kriteria/indikator/alat  pengukur untuk menentukan odms-modus
penyerahan bilyet giro kosong itu apakah termasukguan atau tidak.

2. Si petindak menggerakkan dengan cara rangkaian-kkéda bohong,
ketidakbenaran atau palsu pada saat si penipu madrkgn bilyet giro yang
tidak ada dananya (kosong) atau tidak cukup danda sédak
memberitahukan kebenarannya bahwa bilyet giro hetsedak ada dana
(kosong) atau tidak cukup dana kepada korban, demg@an supaya
korban menyerahkan benda, memberi hutang, ataupenghapuskan
piutang.

3. Perbuatan menggerakkan yang dilakukan dengan sewois) si penipu
melalui sarana bilyet giro yang tidak ada danadkg$ maupun dana tidak
mencukupi, sehingga korban menjadi terpengaruh pama akhirnya
korban menyerahkan benda kepada si penipu dengdahmbni merupakan
suatu tindak pidana penipuan karena telah berpmdalkekuasaan atas

benda kepada si penipu tanpa melakukan perbuartetefkebih dahulu.
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4. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang mampaghapuskan
piutang bisa juga selain yang digerakkan (korbasélkan orang lain (pihak
ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kelkenol@ng yang
digerakkan (korban). Ini merupakan suatu tindakap& penipuan karena
orang lain (pihak ketiga) tersebut menyerahkan aemdemberi hutang
maupun menghapuskan piutang atas kehendak dagarkorb

5. Pada saat si penipu menggerakkan, dengan cara ukatakperbuatan
dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, meripkamuslihat, atau
memakai martabat/ kedudukan palsu yang dapat ntakei mempunyai
hak-hak tertentu untuk meyakinkan korban menyemati@nda, memberi
hutang ataupun menghapuskan piutang dengan merggurayet giro
tersebut, sehingga korban tergerak hatinya untukyerahkan benda,
memberi hutang ataupun membebaskan piutang, padatahgguhnya ia
tidak mempunyai hak tertentu tersebut.

6. Sebelum melakukan perbuatan menggerakkan, baik ademgra tipu
muslihat, rangkaian kebohongan, kedudukan palsteivetr palsu dengan
menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebytelsku telah memiliki
kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan didiseatau orang lain
dengan melakukan perbuatan tersebut adalah melawkam.

Berdasarkan pasal 378 KUHP, bahwa mengeluarkaetbgiyo kosong
merupakan tindak pidana penipuan. Rumusan tinddknpi penipuan dengan
menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebdiritelari unsur-unsur sebagai
berikut :

1. Unsur-unsur Objektif Penipuan
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a. Perbuatan : menggerakkan;
Menggerakkan adalah dengan cara-cara yang didalammgngandung
ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongiratnipu.
Seseorang atau pemilik bilyet giro menggerakkargdercara rangkaian
kata-kata bohong, ketidakbenaran atau palsu untekakinkan korban
dengan menyerahkan bilyet giro kosong kepada korl#dabatnya,
korban menjadi percaya dan terpengaruh karena gianoyang dilakukan
oleh si penipu tersebut, yang pada akhirnya korbhanyerahkan barang
atau benda, memberi hutang maupun menghapuskamgiut
b. Yang digerakkan : orang
Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maapaoghapuskan
piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan,kasabrang lain (pihak
ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kelkermtang yang
digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapatkdkan dengan
perantaraan orang lain selain orang yang digerafaban).
c. Perbuatan itu ditujukan pada :
1) Orang lain menyerahkan benda
Perbuatan menggerakkan yang dilakukan dengan sengah
pemilik bilyet giro dengan menyerahkan bilyet guasong, sehingga
korban menjadi terpengaruh dan pada akhirnya kontamyerahkan
benda kepada pemilik bilyet giro, sehingga telahrpipeah
sepenuhnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasang yang
menerima. Dalam hal ini berarti telah putusnya mgfan kekuasaan

(menguasai) antara orang yang menyerahkan dengasta bgang
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diserahkan. Telah berpindahnya kekuasaan atas blemddalam
kekuasaan petindak atau orang lain atas kehendeiigle, si penipu
dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhaddp iu secara
langsung tanpa ia harus melakukan perbuatan ld@bile dahulu.

2) Memberi hutang, dan 3) Menghapuskan piutang
Dalam memberi hutang atau menghapuskan piutangilipeityet
giro melakukan perbuatan menggerakkan dengan cargkaian
kebohongan, ketidakbenaran atau palsu pada sagerabkan bilyet
giro kosong kepada korban. Padahal, pemilik bigjed mengetahui
kebenarannya bahwa bilyet giro tersebut tidak aaeanya (kosong),
atau dananya tidak mencukupi, atau tidak membeik&ain
kebenarannya kepada korban untuk kepentingan spyesendiri,
sehingga korban terpengaruh dan tergerak hatinyak umemberi
hutang atau menghapuskan piutang.

d. Upaya-upaya penipuan

Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan :

1) Martabat/kedudukan palsu
Martabat/ kedudukan palsu itu digunakan si perkpdudukan mana
menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu untuk mekak korban
sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkanda,
memberi hutang dan membebaskan piutang, padahaiggrsinya ia
tidak mempunyai hak tertentu tersebut.

2) Tipu muslihat, dan 4) rangkaian kebohongan
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Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatangys@demikian
rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaatante
kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tided be
Dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan wéah
kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu secddhba@nar adanya
bagi korban lebih dari satu. Karena merupakan raiagk maka kata
bohong yang satu dengan bohong yang lain mempusegai
hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbukesan
membenarkan atau menguatkan yang lain.
Dari perkataan tipu muslihat, maka perbuatan yaargitat menipu
itu bisa terjadi dengan satu perbuatan atau learhsétu perbuatan
saja, yang biasanya diikuti dengan rangkaian kethgéum.
Bila pada saat mengerakkan dengan menyerahkart gitpekosong
melalui perbuatan rangkaian kebohongan atau tipslinag, si
petindak memberitahukan kepada korban bahwa bityss itu
dananya mencukupi, atau ada dananya. Padahal bitgetersebut
dananya tidak mencukupi atau dananya kosong. Keamh@aidak
diberitahukan kepada korban, sehingga membuat kqybecaya dan
tergerak hatinya untuk menerima bilyet giro kosorsgrta
menyerahkan benda, memberi hutang, atau menghapymsk&ang
kepada si penipu dengan mudah.

2. Unsur-unsur Subjektif

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau ofanyg
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Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menkkgmatersebut
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laiftuygaupaya korban
menyerahkan benda, memberi hutang ataupun mend@pysutang
untuk kepentingan si pelaku tersebut.
b. Dengan melawan hukum

Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tiglakketika memulai
perbuatan menggerakkan, baik dengan cara rangkaiaohongan, tipu
muslihat, memakai martabat palsu atau kedudukarsupalengan
menggunakan sarana bilyet giro kosong, si pelakah tanemiliki

kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diriligeatau orang

lain dengan melakukan perbuatan tersebut adalaswaelhukum.

D. Cara Penyidik Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Penipuan Dengan
Menggunakan Sarana Bilyet Giro Kosong

Dalam mengungkap kasus-kasus penipuan dengan mealggu sarana
bilyet giro kosong, penyidik Polresta Malang meleku penyidikan sesuai
dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 T&lfiBil Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Cara penyidiardahengungkap kasus-
kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilggtagong sama dengan cara
penyidik mengungkap kasus-kasus tindak pidana yainhanya dalam hal ini
sebelum pihak penyidik dapat melakukan penyidikzenyidik harus meminta
izin terlebih dahulu kepada bank sesuai dengaredwos

Cara penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipdangan

menggunakan sarana bilyet giro kosong adalah sebaglaut :
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1. Penyidik membuktikan terlebih dahulu apakah bemnaada ada transaksi
dan apa transaksi tersebut menggunakan cara perabaygengan
menggunakan sarana bilyet giro;

2. Setelah penyidik mengetahui bahwa memang benatradsaksi dengan
menggunakan bilyet giro, maka penyidik mengecelkkapadenar bilyet
giro tersebut dikeluarkan oleh suatu bank;

3. Setelah penyidik mengetahui bahwa bilyet giro tataykeluaran dari
suatu bank, maka penyidik mengkonfirmasi pada soatik tersebut yang
berkaitan dengan bilyet giro. Apakah bilyet girtatedibayarkan kepada
sesorang dan apakah bilyet giro tersebut adakelangannya, kemudian
apakah itu memang benar seseorang tersebut dabepepilyet giro atau
tidak. Jadi bilyet giro harus jelas punya siapa déonjukkan kepada
siapa, karena pencairan dari bilyet giro adalahipeéambukuan;

4. Setelah pihak bank menyampaikan informasi bahwgebilgiro ini
memang benar dari seseorang dan saat menyerahkamngdak ada
keuangan (kosong) atau dananya tidak mencukupg sermemang ada
permainan sendiri dari pemberi bilyet giro atagealah-olah mengatakan
ini ada dananya, namun ternyata dananya tidakkad®rg) atau dananya
tidak mencukupi, maka ini akan diproses oleh pibakyidik;

5. Setelah itu, pihak penyidik mengundang dari pihaénko untuk
memberikan keterangan, kemudian akan di prosdsglkat penyidikan

lebih lanjut’®

8 Hasil wawancara dengan Brigpol Galih, penyidilediresta Malang, 2 April 2009.
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Keterangan dari pihak bank sangat diperlukan uperkyidikan terutama
untuk mengetahui bahwa sejak kapan pembukaan lgly@tini, apakah bilyet
giro ini sah memang tervalidasi penggunaannya,nikatglyet giro ini semua
tercatat pada bank. Jadi setelah buka rekening,udieim pemilik rekening
mengajukan bilyet giro, nomor antara bilyet gircsébut sudah terdapat di bank,
kalau bilyet giro ini diberikan kepada seseorangga® nomor bilyet giro tersebut
atas nama siapa sudah jelas. Melalui pihak bankigi&ndapat memperoleh
keterangan apakah benar bilyet giro itu sudah afea chtau tidak ada dana
(kosong), misalnya rekening itu di tutup atas pdramannya siapa. Disini pihak
bank sangat diperlukan keterangannya untuk pendukti

Prosedur penyidikannya adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada polisi di bagian pelayanan maggr yaitu Sentral
Pelayanan Kepolisian (SPK);

2. Pelapor dibuat surat tanda bukti lapor dengan mesmalbakti-bukti yang ada;

3. Dibuatkan bukti tanda lapor;

4. Pelapor oleh anggota SPK dibawa ke bagian penwidiikk dilakukan proses
verbal atau dituangkan dalam berita acara pemenk@AP);

5. Setelah penyidik menerima laporan, maka penyidikgyanenangani dan
melengkapi administrasi penyidikan, penyidik meksw tindakan lain yang
berkaitan dengan perkara yang ditandatangani, my@gberlu atau tidaknya
dilakukan penyitaan (dalam pasal 7 KUHAP Tentang/&®angan Penyidik);

6. Proses selanjutnya penyidik melengkapi dengan mktak pemeriksaan

terhadap saksi-saksi yang terkait dengan perkarg gienaksud,
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7. Setelah proses penyidikan diperoleh sekurang-kugandua alat bukti, maka
penyidik dapat melakukan pemanggilan ataupun mkkupenangkapan
terhadap tersangka;

8. Apabila berkas perkara dirasa sudah lengkap makgigike melimpahkan
berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (pamjaijah

9. Apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap dd&sa Penuntut Umum,
maka kewajiban dari penyidik adalah menghadapkesarnigka dan barang

bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (pada tahdp 11).

Tata kerja lembaga Sat Reskrim yaitu melakukan idé@n, Penyidikan
ada dua cara, yaitu sebagai berikut:
1. Laporan kepada Sentral Laporan Kepolisian, laluatslaporan kepolisian
tersebut disampaikan kepada Kapolres, setelahatu Hiserahkan kepada
Kasat Reskrim untuk ditunjuk siapa yang menangasug tersebut, kemudian
baru dilakukan penyidikan sesuai dengan surat éepkepolisian yang sudah
ditetapkan.
Penyidikan dilakukan dengan cara:

1) Pemanggilan
Penyidik memanggil pelaku yang dicurigai melakukamlak pidana
tersebut serta para saksi-saksi.

2) Pemeriksaan
Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelakwsi-saksi dan alat-
alat bukti setelah mendapat keterangan dari piteaik thahwa pelaku

tersebut merupakan nasabah yang mengeluarkan gifgetosong.

¥ Hasil wawancara dengan Briptu Arianto, penyidildiresta Malang, 2 April 2009.
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Penangkapan

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan senaewttu kebebasan
tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup Qukia kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalanserta menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini. DalamKkasus penipuan
dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, piealyidik dapat
melakukan penangkapan terhadap pelaku apabila sadktukti-bukti
dari pihak bank yang bersangkutan.

Penggeledahan

Dalam mengungkap kasus penipuan dengan menggusakana bilyet
giro kosong, pihak penyidik melakukan penggeledahamaik
penggeledahan rumah atau penggeledahan badanaagigkiiiukan, tetapi
apabila pihak penyidik sudah mendapatkan keteradganmendapatkan
alat-alat bukti yang cukup dari pihak bank untuk mpermudah
penyidikan, maka penggeledahan ini tidak dilakukan.

Penyitaan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil déih atau menyimpan
di bawah penguasaannya benda bergerak, berwupud tidak berwujud
untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, peran dan
peradilan. Penyitaan yang dilakukan pihak penyitkksebut apabila
diperlukan untuk menyita buku tabungan dan bilyed @ain yang diduga
sebagai sarana tindak pidana penipuan.

Penahanan
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Penempatan tersangka atau terdakwa di tempatttedtsh penyidik atau
penunut umum atau hakim dengan penetapannya, dadnini serta
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Dilakukan penahanan terhadap pelaku yang didugagselpelaku tindak
pidana penipuan dengan menggunakan sarana bily@tkgsong jika
sudah ditemukan perbuatan pidananya supaya temsdrigk melarikan
diri.
2. Penyelidikan
Penyelidik mencari perbuatan pidana yang dibuah ddgoran kepolisian.
Sebelum melakukan penyelidikan, pihak kepolisianrmmée izin terlebih
dahulu kepada pihak bank yang bersangkutan sesngad prosedur, supaya
pihak bank dapat memberitahukan rekening pelaky yhduga melakukan

penipuan tersebut karena ini menyangkut simpanampeayimpanannyZ.

E. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Pihak Penyidik Polresta Malang
Dalam Pengumpulan Alat Bukti Pada Tahap Penyidikan
Di dalam melakukan proses penyelidikan maupun pdmm terhadap

tindak pidana penipuan dengan menggunakan saréed biro kosong, pihak
Polresta Malang mengalami hambatan-hambatan atalaleesebagai berikut :
1. Sulitnya Mendapatkan Alat BuRti
Sehubungan dengan kasus tindak pidana penipuandylakgkan dengan
menggunakan sarana bilyet giro kosong ini, pihakeBta Malang tidak bisa

begitu saja menangkap orang yang dicurigai telamineeikan bilyet giro

8 Hasil wawancara dengan Bripka Nurwasis, penyidiRalresta Malang, 2 April 2009.

81 Hasil wawancara dengan Briptu Arianto, penyidildiresta Malang, 3 April 2009.
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kosong kepada korban. Untuk menangkap pelaku paniptersebut
diperlukan adanya cukup bukti, sekurang-kurangnya alat bukti yang sah
sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHA

Rahasia bank merupakan kendala utama di dalamkukala penyidikan
terhadap kasus penipuan melalui sarana bilyet gasong ini, karena di
dalam modus operandinya proses kejahatan sela@talisengan penggunaan
jasa pemindahbukuan uang melalui bank. Hal inibdibkan karena pihak
bank tidak mau membocorkan rahasia bank karenaléteny oleh Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dind&lasal 40 ayat (1)
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbanlsebutkan bahwa
bank wajib menjaga atau merahasiakan identitasbahgga dan simpanan
nasabah yang bersangkutan. Selain itu, bank sategghntung pada
kepercayaan dan dana dari masyarakat yang memgadbahnya, sehingga
jika bank dengan mudah membuka identitas dan jursiapanan nasabah,
maka bank tersebut akan mempertaruhkan kepercayeemyarakat yang
sudah tertanam padanya. Hal ini tentunya secaraati® akan menghambat
pihak penyidik untuk mengidentifikasi tersangka.

Pihak Kepolisian dalam hal ini tidak bisa memakdaalp bank untuk
dengan segera memberikan identitas nasabah yangadjklaku kejahatan
tersebut, walaupun dengan alasan untuk kepentingamyidikan atau
pengejaran terhadap tersangka tersebut. Jika podisiaksa pihak bank untuk
membuka rahasia bank tentang rahasia nasabahnlia,ada ancaman pidana
sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tgdmmara bagi anggota

polisi tersebut. Pihak Kepolisian harus memintaasyengantar ke Kepala
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Cabang Bank yang bersangkutan untuk kemudian g@agantar tersebut
disertakan di dalam surat permohonan yang ditujidegoada Gubernur Bank
Indonesia agar pihak kepolisian diberi izin untudngetahui identitas pemilik
rekening yang diduga adalah pelaku tindak pidanaippan dengan

menggunakan sarana bilyet giro kosong, yang selmglarsurat tersebut harus
melalui Kepala Pimpinan Pusat Bank yang bersangkigebelum akhirnya

dikirimkan ke Bank Indonesia. Prosedur ini akan rakam waktu yang relatif

lama yaitu sampai berminggu-minggu bahkan sampautan-bulan.

Jika pihak kepolisian harus mengikuti prosedur ygmanjang dan
memakan waktu yang lama ini, maka dikhawatirkaralpelakan melarikan
diri setelah mengetahui rekeningnya diblacklishgbéhak bank. Pelaku akan
sadar bahwa gerak-geriknya sudah terlacak olelsipséhingga ia akan
berusaha untuk melarikan diri dan mengganti idesiiya, sehingga jika hal
ini terjadi maka pengindentifikasian dan pengejatarnadap pelaku akan
terhambat atau kemungkinan akan gagal, dan sangdhmya sistem yang
ada pada bank dalam menetapkan persyaratan bagibamasuntuk
mendapatkan alat pembayaran berupa bilyet giro.

Dalam hal ini pihak bank tidak selektif dalam memer nasabah yang
meminta nomor rekening dan alat pembayaran beripat lgiro tersebut,
peraturan yang diberikan oleh bank terhadap nasghatang memiliki bilyet
giro kosong atau dananya tidak mencukupi memberikaktu tenggang
tersebut kurang tegas, bank memberi waktu padébahsga sampai jam 12
siang pada saat jatuh tempo. Apabila dana bilyet @irsebut kosong atau

dananya tidak mencukupi, tetapi ada perkecualiamidapabila bank sudah
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menginformasikan/ memberitahukan kepada nasabalaripebilyet giro
tersebut melalui telephon atau surat pemberitahieamyata si penarik bilyet
giro meminta waktu beberapa hari kepada pihak bamkka pihak bank
dengan persetujuan tersebut akan memberi kesempaldn kepada pihak
nasabahnya sesuai dengan kesepakatan pihak baygndessabahnya. Dalam
hal ini dimanfaatkan pelaku untuk memberikan bilgeb kosong terhadap
korban dengan mudah karena kurangnya perlindungamithak bank bagi si
penerima bilyet giro kosong (korban) dan kurangasega peraturan dari
pihak bank.
2. Sulitnya Birokrasi Izin Persetujuan Dari Bank Indsi&>

Rahasia bank merupakan kendala utama di dalam ukelakpenyidikan
terhadap kasus penipuan dengan menggunakan satget gro kosong,
karena hal ini pihak bank tidak langsung memberikanpersetujuan kepada
pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan wasabah yang diduga
melakukan penipuan. Pihak kepolisian dalam hahamus mengikuti prosedur
yang telah ditetapkan oleh bank untuk dapat mehgetaentitas nasabah
pemilik rekening yang diduga pelaku tindak pidananipuan dengan
menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebut.

Prosedur yang harus dilalui untuk meminta keterangatang identitas
nasabah cukup rumit dan membutuhkan waktu yangpclkma. Tata cara
prosedur yang harus dilalui Polresta Malang yaitengajukan surat izin
terlebih dahulu kepada Kapolda Jatim mengenai pé@n yang akan

dilakukan, lalu Kapolda Jatim mengajukan kepadadigpdan Kapolri ini

82 Hasil wawancara dengan Bripka Nurwasis, penyidiRalresta Malang 3 April 2009.
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yang mempunyai kewenangan untuk memohon izin kefadsernur Bank,
jadi pihak penyidik Polresta Malang ini tidak dilk@n kewenangan untuk
meminta langsung surat izin dari Gubernur Bank im$ta, sehingga
persetujuan izin dari Bank Indonesia harus meldapolda dan Kapolri, jadi
intinya surat izin yang diterima dari Bank Indoesni harus dari Mabes
Polri, ini yang menjadi hambatan pihak kepolisiaalach melakukan
penyidikan kasus tindak pidana penipuan tersebut.
3. Sulitnya Mengetahui Keberadaan Pelaku Yang Melarib@i®®

Hambatan-hambatan lain yang dihadapi pihak penyidiku sulitnya
melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri. rDalenelakukan
penangkapan terhadap pelaku penipuan tersebutk poeayidik harus
mempunyai cukup bukti yang kuat terlebih dahulutage dalam
mengumpulkan alat bukti pihak penyidik menghadagmnbatan-hambatan
yaitu rahasia bank dan birokrasi yang cukup rurefti’gga membutuhkan
waktu yang cukup lama untuk menangkap pelaku tatseb

Dalam hal ini apabila pihak penyidik sudah berhas#hgumpulkan alat
bukti tetapi pada saat melakukan penangkapan taphaelaku, ternyata
pelaku sudah melarikan diri, karena pihak penyidiencari alat bukti
membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini, kareéednambat oleh
birokrasi tersebut sehingga penyidik kehilangaakjejntuk mencari si pelaku
dan menangkap pelaku. Pihak penyidik otomatis mémhan waktu yang
lama lagi untuk mencari keberadaan pelaku karedahskehilangan jejak

sehingga sangat sulit untuk menemukan keberaddakupgersebut.

8 Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Heryantayigéndi Polresta Malang, 3 April 2009.
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Dari penjelasan kendala-kendala yang dihadapi gbemyidik dan
penyelidik di atas, dapat diketahui bahwa kendaladlkla yang timbul dalam
proses penyidikan kasus tindak pidana dengan meaggu sarana bilyet giro
kosong ini sebagian besar bukan terdapat pada gilengan penyelidik,
melainkan muncul dari pihak bank dan birokrasi yaoagup lama karena
pihak penyidik dan penyelidik tidak diberi kewenanguntuk meminta
langsung izin kepada bank yang bersangkutan atéer@ur Bank Indonesia
untuk melakukan penyidikan tetapi hanya dari Malkadri saja yang
mempunyai kewenangan tersebut sehingga membutukékiu yang cukup
lama untuk pembuktian kejahatan pelaku tersebut.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawals d&eamanan,
ketertiban, dan terpeliharanya kondisi dinamis raesikat harus selalu
berusaha semaksimal mungkin untuk selalu dapat aleekan tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik walaupun terdapatidkaikendala atau
hambatan yang selalu merintangi. Begitu pula dateanangani tindak pidana
penipuan yang menggunakan sarana bilyet giro kosgagg telah
menimbulkan banyak korban, pihak kepolisian dittiitarus bisa bertindak
secara profesional meskipun ada rasa pesimismeardamyarakat khususnya
para korban bahwa kejahatan penipuan dengan meakmursarana bilyet
giro kosong ini akan sulit untuk diungkap. Untuk maga kepercayaan
masyarakat, maka pihak Polresta Malang harus Hdeausatuk melakukan
identifikasi terhadap para pelaku penipuan tersetaskipun dihadapkan pada

kendala-kendala seperti yang telah dijelaskan sliata
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Pihak Satuan Reserse Polresta Malang harus meneprpskdur dari
Kepala Bank yang bersangkutan dan meminta persetajari Gubernur Bank
Indonesia yang akan memakan waktu yang cukup laikeaprosedur tersebut
ditempuh sesuai aturan, maka akan sulit untuk ndengfikasi para pelaku.
Sehingga penyidik menghadapi kesulitan tersebutisha@engan jalan lain
untuk dapat bertindak cepat supaya bisa dengan muatacak keberadaan
pelaku. Satuan Reserse Polresta Malang akhirnye lmengambil kebijakan
yang beberapa diantaranya melakukan upaya yand t@suai dengan
prosedur yaitu bekerjasama dengan salah satu piaglawan bank untuk
meminta identitas dan nomor rekening dari pelaktasmeminta surat bukti
penolakan terhadap bilyet giro kosong (baik yangadga kosong maupun
dananya yang tidak mencukupi) tanpa diketahui d{&pala Bank yang
bersangkutan maupun Gubernur Bank Indonesia. Hdeipaksa dilakukan
untuk mempercepat jalannya penyidikan, karena pikek kepolisian harus
mengikuti prosedur yang panjang dan memakan wakamgylama,
dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri.

Untuk modus ini, upaya-upaya yang dilakukan pihakydik Polresta

Malang Dalam Pengumpulan Alat Bukti Pada Tahapyidé&an adalah:

. Secara Preventif

Adalah usaha untuk mencegah terjadinya kejahatantaidak pidana.
Langkah-langkah awal yang dapat ditempuh dalamiriabdalah dengan
membentuk program-program kemasyarakatan dan camsorganisasi
pertahanan masyarakat. Dalam hal ini, upaya yatakukan oleh pihak

Polresta Malang adalah sebagai berikut :
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a. Memberikan himbauan

Pihak Polresta Malang, memberikan himbauan kepeatyarakat,
supaya masyarakat jangan mudah percaya atau tarpéngleh tawaran-
tawaran dengan pembayaran bilyet giro tersebutudmym baik dengan
orang yang dikenal maupun dengan orang yang tideéndl, karena
kebanyakan penipuan dengan menggunakan sarana dilyekosong ini
banyak terjadi dengan orang yang sudah dikenaldé&larya masyarakat
jangan terlalu percaya menanggapi tawaran darkpefang melakukan
pembayaran dengan memberikan bilyet giro ters&itatharus lebih hati-
hati dan waspada terhadap pembayaran dengan mehgguhilyet giro
supaya terhindar dari kejahatan penipuan.

Himbauan ini dilaksanakan dengan cara mengumunnkelalui
spanduk, media cetak dan media elektronik yangijoarn untuk memberi
informasi pada masyarakat bahwa banyak masyaralealydng menjadi
korban penipuan dengan menggunakan sarana bilgekgsong. Hal ini
supaya masyarakat lebih waspada dalam melakukabgyaman dengan
bilyet giro.

b. Pembinaan dan penyuluhan.

Bagian Satuan Binamitra Polresta Malang jika adaekipatan
selalu melakukan penyuluhan ke kampus-kampus, kagikampung,
ataupun lingkungan-lingkungan yang ada di daerdurukota Malang,
untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenaadpar macam

tindak pidana yang sering terjadi, khususnya meagéndak pidana
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penipuan dengan menggunakan sarana bilyet girongos@ang telah
menelan banyak korban dari masyarakat kota Malang.
2. Secara Represif
Adalah penanggulangan kejahatan setelah terjadieja@hatan tersebut.
Dalam hal ini yaitu proses penanganan suatu tipidéna yang dimulai dari
penyelidikan sampai pada tahap persidangan di pdaga Dalam hal ini
langkah-langkah yang diambil oleh pihak Polrestalakig adalah sebagai
berikut :
a. Pihak kepolisian memberikan nomor telepon kepadayarakat kalau
misalnya sewaktu-waktu ada masalah selama 24 jam.
b. Dengan cara menukar informasi dengan polres lain.

Dalam hal ini menukar informasi dengan polres ilaksanakan
dalam rangka untuk mengungkap pelaku penipuan dengmaggunakan
sarana bilyet giro kosong. Hal ini dilakukan olghgk Polres di seluruh
Indonesia guna melakukan penyidikan dan penyelditadak pidana
yang dilakukan tersebut.

c. Dengan cara bekerja sama dengan bank.

Dalam hal ini kerja sama dilakukan dengan diajukansurat
permohonan dari pihak Kepolisian kepada pihak bantuk meminta
identitas nomor rekening dan nomor bilyet giro dpelaku, melalui
Kepala bank yang bersangkutan maupun Gubernur Balokesia.

d. Dengan cara penyelidikan terhadap identitas pelaku.
Dalam hal ini Polresta Malang melakukan penyeéidikerhadap

identitas pemilik nomor rekening dan nomor bilyetogpelaku namun
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setelah di cek ke alamat pelaku ternyata si pdialak menetap di alamat
tersebut, hal ini membuat pelaku sulit dilacak oleimak Polresta
Malang®

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak pemlyidialam
mengatasi kendala-kendala yang timbul, khususnyandaipaya yang
bersifat represif pada umumnya mengarah pada @mdg&ng tidak sesuai
dengan prosedur, antara lain pihak penyidik bekanme dengan pihak
bank untuk membocorkan identitas para pelaku. Sebakum oknum
polisi yang memaksa pihak bank untuk membocorkhasia nasabahnya
akan diancam dengan sanksi minimum 2 tahun dangoidima 4 tahun
penjara, akan tetapi kebijakan yang diambil olemymkk dalam
mengungkap sindikat penipuan dengan menggunakamasdnilyet giro
kosong ini tidak dengan memaksa pihak bank tetapetpasama dengan
pihak bank, sehingga tidak ada unsur pemaksaanpaeydik sehingga
yang bersangkutan tidak bisa dikenai sanksi pidana.

Dengan adanya surat permohonan yang diajukan plkbk
Kepolisian khususnya penyelidik dan penyidik untli&pat melakukan
pemeriksaan dan penyitaan surat yang berhubungajadenasabah bank
yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yamgggunakan sarana
perbankan, berdasarkan wewenang penyelidik dangkryang diatur di
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka ke 2 dan Pasght (1) huruf e

KUHAP .8

8 Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Heryantayigindi Polresta Malang, 3 April 2009
% Hasil wawancara dengan Brigpol Galih Muhamad Hamganyidik di Polresta Malang,

3 April 20009.
% Hasil wawancara dengan Briptu Arianto, penyidildiresta Malang, 3 April 2009.
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Dengan melihat fakta tersebut, dapat diketahuiwbalsurat
permohonan yang diajukan pihak kepolisian kepadekpibank tidak
bersifat tegas sehingga dapat menghambat pihak ligiepo dalam
mengidentifikasi nasabah yang diduga sebagai pelaak pidana yang
menggunakan sarana perbankan, yang menjalankaryald@ngan modus

atau cara yang cepat.

F. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong yang
Dipergunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Penipuan

Kebenaran dari suatu tindak pidana dalam suatueprpsradilan dapat
dicapai apabila terdapat kebebasan didalam mengpkgk kebenaran itu dalam
proses peradilan mulai dari penyidikan sampai dengada pengungkapan
didepan sidang pengadilan.

Di dalam praktek, selama ini adanya kekuasaan aparat penegak
hukum cenderung berpengaruh besar terhadap preszdilan, dimana pengaruh
tersebut terkadang merugikan bagi pihak pencadilea Hal ini sering terjadi di
dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, sehiraga keadilan tidak bisa
dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Keadaaertisép disebabkan
peraturan perlindungan yang belum jelas terhaddpako Peran saksi dan korban
dalam proses peradilan pidana selama ini kurangdapat perlindungan,
khususnya dari aparat penegak hukum. Hal ini kaneasih lemahnya ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menjamin pengafubagi korban dalam

proses pemberian keterangan atau kesaksian padan speradilan Indonesia.
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Wujud konkrit dari perlindungan hukum terhadap larbsangat dibutuhkan,
karena praktek hukum dalam proses peradilan dinesia sekarang ini sering
merugikan bagi pihak-pihak pencari keadilan. Dadalproses penyidikan, proses
yang harus dilalui berlarut-larut dan kadang-kadadak adanya kejelasan serta
kurangnya peraturan yang mengatur tentang perlgetukorban secara khusus.
Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka perlindurigggi korban harus benar-
benar diwujudkan. Secara umum ada dua hal yangs hdiperhatikan yaitu
perlindungan secara fisik dan dukungan atau peralgaeh korban. Perlindungan
dapat dilakukan dengan menempatkan korban di bgvesigawasan petugas
keamanan secara langsung atau ditempatkan padatsogiat tertentu dan bisa
juga dengan memberikan identitas khusus (baru)ubgdn atau pemberdayaan
korban dapat diberikan dalam bentuk bantuan hukwnedis, psykologis dan
sosial.

Pada kenyataannya, perlindungan hukum melalui prposeyidikan sangat
rumit dan membutuhkan waktu yang sangat l1ama.
Pihak kepolisian memberikan perlindungan kepadéawor(penerima bilyet giro
kosong) hanya dalam proses penyidikan. Seharusslyagai penegak hukum,
pihak kepolisian melaksanakan tugas dan wewenandgygan baik berdasarkan
Undang-Undang untuk melindungi, mengayomi dan nrenkaadilan bagi
kepentingan masyarakat baik sebelum proses peawidderlangsung maupun

dalam masa proses penyidikan kasus tersebut.

87 Hasil wawancara dengan Ibu Suciati, korban daregea bilyet giro kosong.
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Pihak bank hanya memberikan perlindungan kepadabahsya yang
mengeluarkan bilyet giro saja, tetapi kepada peretilyet giro kosong belum
mendapatkan perlindungan yang cukup baik.

Si penarik dapat membatalkan bilyet giro sebelumggaeng waktu
penawaran berakhir. Pihak bank memberikan kesempatktu kepada si penarik
bilyet giro pada saat jatuh tempo apabila dana yimgiki oleh si penarik bilyet
giro tidak mencukupi atau tidak ada dananya (koseaguai dengan kesepakatan
antara pihak bank dengan si penarik bilyet gir@asénya pemberitahuan dari
pihak bank apabila dananya tidak mencukupi atasktidda dananya, yaitu
dengan cara melalui telephon atau mengirimkan queatberitahuan kepada si
penarik bilyet giro tersebut. Pihak bank baru merkiist rekening si penarik
dengan keterangan dana tidak ada (kosong) apadigdals ada pemberitahuan
dari pihak bank secara resmi sampai pada saat jatnpo ternyata tidak ada
konfirmasi atau itikad baik dari si penarik bilygto. Apabila rekening si penarik
bilyet giro tidak mencukupi, maka setelah ada peitdieian dari pihak bank
sampai pada jatuh tempo, ternyata si penarik bijyet meminta kesempatan
waktu untuk menambah dana, maka sesuai dengandkesap antara pihak bank
dengan pihak si penarik bilyet giro, pihak bank rakaemberikan kelonggaran
waktu kepada si penarik sesuai dengan kesepakatsebtit. Pihak bank baru
memblacklist rekening si penarik yang terlibat lsapanipuan apabila ada laporan
tindakan penipuan dari pihak kepolisian kepada Bank

Sebelum pihak kepolisian melakukan penyidikan, lpikepolisian harus

mengikuti prosedur terlebih dahulu yang diajukaehobihak bank. Dengan

8 Hasil wawancara dengan Fadly Rasyid, salah sayakan bank.
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adanya peraturan dari pihak bank yang kurang tegyasdap si penarik bilyet
giro tersebut dan peraturan prosedur yang rumitkdark kepada pihak penyidik
apabila ingin mengetahui rekening nasabahnya, tig@autup kemungkinan
bahwa kesempatan ini akan digunakan si penariletogiyo untuk memanfaatkan
keadaan tersebut. Dengan keadaan ini, si pelakakolan tindakan penipuan
dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong samg#dh. Pada kenyatannya,
perlindungan terhadap penerima bilyet giro kosoaggydipergunakan sebagai

sarana tindak pidana penipuan belum mendapatkéincagrgan dengan baik.
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BABV

PENUTUP

A. Kesmpulan
Berdasarkan analisis permasalahan sebagaimanadigaparkan, maka
pada bagian akhir penulisan ini dikemukakan belzekagimpulan antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, syarat-syarat yang shada dalam
menggunakan sarana bilyet giro kosong sebagaiaératak pidana penipuan
adalah sebagai berikut :

a. Pada penipuan dilakukan dengan cara menggerakkama-cara ini
didalamnya mengandung rangkaian kata-kata bohatiglakbenaran atau
palsu. Ketidakbenaran ini dari cara-cara menggamakkarus sudah
timbul/ terdapat pada saat perbuatan menggerakkailah yang
merupakan substansi/ standar penipuan. Substaiteh iyjang dipakai
sebagai kriteria/indikator/alat pengukur untuk nm@okan modus-modus
penyerahan bilyet giro kosong itu apakah termasukguan atau tidak.

b. Si petindak menggerakkan dengan cara rangkaian-kkéda bohong,
ketidakbenaran atau palsu pada saat si penipu makgn bilyet giro
yang tidak ada dananya (kosong) atau tidak cukupa dserta tidak
memberitahukan kebenarannya bahwa bilyet giro betsedak ada dana
(kosong) atau tidak cukup dana kepada korban, demgjaan supaya
korban menyerahkan benda, memberi hutang, ataupemghmpuskan

piutang.
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c. Perbuatan menggerakkan yang dilakukan dengan seontg) si penipu
melalui sarana bilyet giro yang tidak ada danagkg$ maupun dana tidak
mencukupi, sehingga korban menjadi terpengaruh miecta akhirnya
korban menyerahkan benda kepada si penipu dengagahmulni
merupakan suatu tindak pidana penipuan, karend te&pindahnya
kekuasaan atas benda kepada si penipu tanpa matakabuatan lain
terlebih dahulu.

d. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupuoghapuskan
piutang bisa juga selain yang digerakkan (korbasglkan orang lain
(pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perikédi@hdak orang yang
digerakkan (korban).

e. Pada saat si penipu menggerakkan, dengan cara ukefalperbuatan
dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, mermpkanuslihat, atau
memakai martabat/ kedudukan palsu yang dapat ntakaip’ mempunyai
hak-hak tertentu untuk meyakinkan korban menyenafdenda, memberi
hutang ataupun menghapuskan piutang dengan meriggubéyet giro
tersebut, sehingga korban tergerak hatinya untukyerahkan benda,
memberi hutang ataupun membebaskan piutang, pasesiahgguhnya ia
tidak mempunyai hak tertentu tersebut.

f. Sebelum melakukan perbuatan menggerakkan, baikadewrgra tipu
muslihat, rangkaian kebohongan, kedudukan palstdiver palsu dengan
menggunakan sarana bilyet giro kosong tersebyilaku telah memiliki
kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan dmliseatau orang

lain dengan melakukan perbuatan tersebut adaladwaelhukum.
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2. Cara-cara yang dilakukan oleh Penyidik Polrestaaligaluntuk mengungkap

kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilgetagong adalah:

a.

Penyidik membuktikan terlebih dahulu apakah bemaada ada transaksi
dan apa transaksi tersebut menggunakan cara perabaygengan

menggunakan sarana bilyet giro;

Penyidik mengecek apakah benar bilyet giro terselkeluarkan oleh

suatu bank;

Penyidik mengkonfirmasi pada suatu bank yang benkadengan bilyet

giro, apakah bilyet giro telah dibayarkan kepadsosseng dan apakah
bilyet giro tersebut ada nilai keuangannya, kemudipakah itu memang
benar seseorang tersebut dari pemberi biilyet giian tidak. Jadi bilyet
giro harus jelas punya siapa dan ditunjukkan kepsidpa, karena
pencairan dari bilyet giro adalah pemindahbukuan;

Setelah pihak penyidik mendapatkan informasi dankibahwa bilyet giro

ini memang benar dari seseorang dan saat menyarajgkani tidak ada

keuangan (kosong) atau dananya tidak mencukupg sermemang ada
permainan sendiri dari pemberi bilyet giro atagealah-olah mengatakan
ini ada dananya, namun ternyata dananya tidakkad®rg) atau dananya
tidak mencukupi, maka ini akan diproses oleh pibakyidik;

Pihak penyidik mengundang dari pihak bank untuk eEmkan

keterangan, kemudian akan di proses ke tingkatigian lebih lanjut.

Penyidikan dilakukan dengan cara:

1) Pemanggilan

2) Pemeriksaan
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3) Penangkapan
4) Penggeledahan
5) Penyitaan
6) Penahanan
3. Dalam mengungkap kasus penipuan dengan menggusakama bilyet giro
kosong, Penyidik Polresta Malang menghadapi sejuniandala dalam
pengumpulan alat bukti, yaitu:
a. Sulitnya Mendapatkan Alat Bukti
b. Sulitnya Birokrasi Izin Persetujuan Dari Bank Indeia
c. Sulitnya Mengetahui Keberadaan Pelaku Yang MelarBai
4. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Maldam menanggulangi
kendala-kendala pengumpulan alat bukti adalah :
a. Secara Preventif
1) Memberikan himbauan
2) Pembinaan dan penyuluhan.
b. Secara Represif
1) Pihak kepolisian memberikan nomor telepon kepadayarakat
kalau misalnya sewaktu-waktu ada masalah selanen24
2) Dengan cara menukar informasi dengan polres lain.
3) Dengan cara bekerja sama dengan pihak bank.
4) Dengan cara penyelidikan terhadap identitas pelaku.
Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak penkidalam mengatasi
kendala-kendala yang timbul, khususnya dalam ugay® bersifat represif

pada umumnya tidak sesuai dengan prosedur yangukt:n, yaitu dengan
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cara bekerjasama antara pihak penyidik dengan fnaak untuk mengetahui
identitas para pelaku.

5. Perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosgagg dipergunakan
sebagai sarana tindak pidana penipuan belum metkdapgerlindungan

secara maksimal.

B. Saran
Beberapa saran yang dapat menjadi solusi dalankaamgnanggulangi

kasus penipuan dengan menggunakan sarana bilgdtagong antara lain:

1. Bagi Pemerintah
Perlunya menjalin kerja sama dengan pihak bankrali@netapkan prosedur
yang tidak menyulitkan bagi penyidik untuk mengetaidlentitas maupun
posisi pelaku, karena pelaku penipuan dengan meagign sarana bilyet giro
kosong umumnya memiliki rekening di bank.

2. Bagi Aparat Kepolisian
Agar penyidik meningkatkan kinerjanya dalam menahugi kejahatan
penipuan yang dilakukan dengan menggunakan saigeadiro kosong yang
telah banyak memakan korban, khususnya agar sasariereaksi dengan
segera dalam memproses laporan yang masuk sesngardeketetapan
Undang-Undang. Serta perlu adanya kerjasama dantrkem yang kuat
antara pihak penyidik dengan pihak bank guna megiam kasus tindak

pidana penipuan dengan menggunakan sarana bifget@song.
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3. Bagi Pihak Bank
Pihak bank hendaknya menetapkan prosedur yang titakyulitkan bagi
penyidik untuk mengetahui identitas maupun posedaku sehingga tidak
menghambat pihak penyidik dalam melaksanakan tygaSerta pihak bank
seharusnya memberikan peraturan dan sanksi lajgis terhadap nasabahnya
supaya perlindungan bagi si penerima bilyet girsokg (korban) lebih
terjamin.

4. Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat jangan mudah menerima pembayaragadenenggunakan
sarana bilyet giro kosong dari orang yang tidaked#d maupun orang yang
dikenal, hendaknya lebih berhati-hati lagi dalamrtrbesaksi dengan

menggunakan bilyet giro.
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